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ARAHANPRESIDEN TERKAIT PENYUSIWNAN RKP 2017 5

TEMARKP 2017:

O - Aacu Pembangunan Infrastr uktur dan Ekonomi unt uk Meningkatkan Kesempatan
Kerja serta Mengurangi Kemiski nan dan Kesenjangan Antar wil ayaho

Sdiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang
dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.

Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas
untuk mencgpai tujuan pembangunannasiond.

Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi
money follow program. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara
merata.

Memangkas program yang nomenklatur yang tidak jelas dan manfaatnya kurang langsung
tertuju pada rakyat. Semuanomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membel
benih, dan seterusnya.
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Pembahasan Multi |lateral Meeting Tahap Il >

Kementerian PPN/
Bappenas

Kerangka Pembahasan

l.  Konfirmasi urutan pembahasan per Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas,
dan Kementerian/ Lembaga.

Il. Penajaman Program dan Kegiatan Prioritas , serta K/L Pelaksana.
Ill. Penajaman Program dan Kegiatan K/L yang tertuang dalam Aplikasi SIMU.

V. Rekapitulasi usulan daerah dalam Program dan Kegiatan Prioritas
(Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator
Prioritas Nasional).

Catatan :

1. Penajaman Program, Kegiatan Indikator dan Target K/L dilakukan padasaatBilateral Meeting dan
disesuaikan dengan Pagu Indikatif ;

2. Forum Musrenbangnasuntuk mengkonfirmasi usulan daerah dalam Prioritas Nasional (Programdan Kegiatan
Prioritas);

3. Diharapkanpeserta Multilateral Meeting || melakukan Konfirmasi dan Verifikasi atas hasil Persandingan Usulan
Pemerintah Daerah dengan Prioritas Nasional (PN) pada setiap Sasaran dan Indikator K/L dengan Kriteria : (1)
Disetujui; (2) Disetujui dengan Catatan; (3Pitolak; dan (4) Belum Diverifikasi



TINDAK LANJUT w4
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1.Bilateral Meeting Tahap |l (Bappenasz K/L terkait), 19 z 20
April 2016

2.Musrenbangnas, 20 Aprik 4 Mei 2016

3. Trilateral Meeting (K/L -KemenkeuBappenas), 25 Aprik 4 Mel

2016
4.SidangKabinet PenetapanRKP 2017 Tentatif 17 Mei 2016



ssssssss

PRIORITAS NASIONAL
KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM
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Prioritas
Nasional

Program
Prioritas

Kegiatan
Prioritas

Mahkamah Agung , Kemenkumham,
Kemen PP & PA, Polri, Komnas HAM,
Komnas Perempuan, Kemendagri,
Kejaksaan, Kemenkopolhukam,
KPAI, Kemensos, Kemenkes, LPSK

PRIORITASNASIONALRKP 2017

KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Kemenkumham,
Kejaksaan,
Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi
Polri, Komisi Yudisial,
Kemensos

Penegakan
Hukum yang
Berkualitas

Penghormatan,
Perlindungan
dan Pemenuhan
Hak atas
Keadilan

Pencegahan dan

Pemberantasan
Korupsi yang

efektif

Kemenkumham, KPK,
Polri, Kejaksaan,

_—

A

D 4

Kementerian PPN/
Bappenas
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Program K/L

Kegiatan K/L

Program Pencegahan dan
Pemberantasan TPPU dan
PendanaanTerorisme

A Analisis Transaksi dan
Pengelolaan Laporan
Masyarakat

A Pemeriksaan dan
Pengembangan Riset TPPU

A Pelaksanaan Kerjasama dan
Humas PPATK

Program Penanganan dan
Penyelesaian Perkara Pidana Umum

Penanganan Perkara Pidana Umum
di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan
Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Penegakan Huku
Tindak Pidana
Perbankan dan Tin

Pidana Pencucian Uang

Mudah dan Cepat

K/L
PPATK
K/L Program K/L Kegiatan K/L
MA Program Perningkatan Pembinaan Administrasi
Manajemen Peradilan Peradilan Umum
Umum
Program Peningkatan Pengadaan Sgrana dan KejaksaanRl
Sarana dan Prasarana Prasarana di Lingkungan
Aparatur MA MA
1
K/L Program K/L Kegiatan K/L
Kejaksaan Program Penerangan dan Penyuluhan
RI Penyelidikan/Pengamanan/ Hukum
PenggalangarPermasalahan
hukum di Bidang
IPOLEKSOSBUD Hukum dan
Hankam
Kemen Progam Pembinaan Hukum A PeningkatanKesadaran
Kumham Nasional Hukum Masyarakan dan
Pelaksanaan Bantuan Hukum
A Penyelenggaraan Pembinaan
Hukum di Wilayah
MK Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Hak
Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
Konstitusional Warga Negara serta Diseminasi Perkara
Konstitusi dan Putusan MK Sistem Peradilan
KY Program Rekrutmen, Seleksi Hakim Agung, Hakim Perdata yang
PeningkatanKapasitas, Adhoc di MA, Seleksi
Advokasi, Pengawasan PengangkatarHakim, Advokasi B
Perilaku Hakim Agung dan dan Peningkatan Kapasitas
Hakim Hakim
Kemen PP Program Perlindungan Anak Perlindungan Anak Berhadapan
& PA dengan Hukum dan Stigmatisasi
K/L Program K/L Kegiatan K/L
Kejaksaan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Penyelenggaraan Pendidikan dan
RI Kejaksaan Pelatihan Teknis Fungsional
Kemen Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Penyelenggaraan Pendidikan dan
Kumham Kemenkumham Pelatihan Teknis
Kepolisian Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri PembinaanPendidikan dan
RI Latihan Polri
KY Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Pelayanan atas Penanganan
Advokasi, PengawasarRerilaku Hakim Agung Laporan Dugaan Pelanggaran
dan Hakim KEPPH

Transparansi
dan
Akuntabilitas
Penanganan
Perkara

dal

Penegakan Pidana Anak
Hukum yang Berlandgskan -
4 Keadilan
berkualitas Restoratif

Pengembangan SDN
Aparat Penegak
Hukum

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM YANG BERKUALITAS

A

D 4

Kementerian PPN/
Bappenas
K/L Program K/L Kegiatan K/L
Kemen Program Pembinaan dan A Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi
kumham PenyelenggaraarPemasyarakatan dan Kerja Sama
A Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan
dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang
Rampasan Negara
Kejaksaan RI Program Dukungan Manajememlan Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kejaksaan RI
MA Program Dukungan Manajemen dan Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dar
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan
Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA
Prasarana Aparatur MA
Kepolisian RI Program Penyelidikandan Penyidikan A Penyelenggaraan Informasi Kriminal Nasional
Tindak Pidana A Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan
Penyidikan Tindak Pidana
Lemsaneg Program Pengembangan Persandian Pengkajian dan Rancang Bangun Perangkat Keras dan
Nasional Perangkat Lunak Peralatan Sandi

Sistem Peradilal

K/L Program K/L Kegiatan K/L
MA Program Peningkatan Sarana dan PengadaarSarana dan Prasarana di
Prasarana Aparatur MA Lingkungan MA
Kejaksaaan Program Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
RI Pelatihan Aparatur Kejaksaan Teknis Fungsional
Program PeningkatanSarana dan Pembangunan/Pengadaan/PeningkatarBarana
Prasarana Aparatur Kejaksaan RI dan Prasarana Kejaksaan RI
Kepolisian RI Program Pendidikan dan Latihan Pembinaan Pendidikan dan Latihan Polri
Aparatur Polri
Kemen Program Pembinaan dan A Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Kumham Penyelenggaraan Pemasyarakatan Bimbingan Kemasyarakatan dan
Pengentasan Anak
A Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Teknis
Kemensos Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Anak
Kemen PP & Program Perlindungan Anak Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum
PA dan Stigmatisasi

Slide- 8



PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
YANG EFEKTIF

K/L Program K/L Kegiatan K/L
KPK Program Pemberantasan Tindak Koordinasi dan Supervisi
Pidana Korupsi Penindakan Tindak Pidana
Korupsi
Koordinasi dan Supervisi
Pencegahan
KejaksaanRlI Program Penanganan dan Penyelidikandan Penyidikan di
Penyelesaian Perkara Pidana Kejaksaan Agung
Khusus, Pelanggaran HAM yang Peningkatan Pra Penuntutan
Berat dan Perkara Tindak Pidana dan Penuntutan di Kejaksaan
Korupsi Agung
Penanganan Perkara Tindak
Pidana Korupsi dan Tindak
Pidana Khusus Lainnya di Kejati,
Kejari dan Cabjari
K/L Program K/L Kegiatan K/L
Kemen Program Pembentukan Harmonisasi Peraturan
Kumham Hukum Perundangundangan Bidang

Polhukamkesra

Harmonisasi

Peraturan

Perundang Pencegahan
— undangan di Tindak Pidana

Bidang Anti

Korupsi

A
D 4

Kementerian PPN/
Bappenas
~— Penguatan K/L Program K/L Kegiatan K/L
Kelgmbagaqn KPK ProgramPemberantasan PenyelenggaraarPendidikan,
Anti Korupsi Tindak Pidana Korupsi Sosialisasi dan Kampanye Anti
Korupsi
Kejaksaan Rl | Program Penerangan dan Penyuluhan
Penyelidikan/ Pengamanan/ Hukum
Penggalangan Permasalahan
Hukum di Bidang
IPOLEKSOSBUD Hukum dan
Hankam
Kemenko Program Peningkatan Koordinasi Penegakan Hukum
Pencegahan dan Polhukam Koordinasi Bidang Politik,
Pemberantasan Hukum dan Keamanan

Korupsi yang
Efektif

Korupsi

Slide-9



PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK ATAS KEADILAN

A

D 4

Kementerian PPN/
A5

K/L Program K/L Kegiatan K/L
KI/L Program K/L Kegiatan K/L
Kemen Program Pembinaan Hukum Nasional | A Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
Kemen Program Penelitian dan Penelitian dan Pengembangan Hak Kumham dan Pelaksanaan Bantuan Hukum
Kumham Pengembangan KemeKumham Asasi Manusia A Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di
. . . Wilayah
Pemajuan HAM Analisa, Penyiapan dan Laporan Y
Instrumen HAM MA Program Peningkatan Manajemen Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
. . Peradilan Umum
Kemendagri Program Dukungan Manajemen dan| Penataan Produk Hukum dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Pelayanan Bantuan Hukum Program Peningkatan Manajemen Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
Kemendagri Peradilan Agama
Program BinaOtonomi Daerah Fasilitasi Penataan Produk Hukum . Optimalisasi " : " - ’ " -
D h Harmonisasi Bantuan Program Peningkatan Manajemen Pembinaan Administrasi Peradilan Militer dan
aera Peraturan Hukum dan Peradilan Militer dan Tata Usaha TUN
Komnas HAM Program Peningkatan Pemajuan Penguatan Kesadaran HAM Perundang Layanan Negara (TUN)
dan Penegakan HAM Masyarakat dan Aparatur Negara undangan Peradilan bagi KL o KL Kegiatan KIL
terkait HAM Masyarakat rogram egiatan
KIL Program K/L Kegiatan K/L POLRI Program Penyelidikan dan PenindakanTindak Pidana Umum
Penyidikan Tindak Pid
Kemen Program Pendidikan dan A Penyelenggaraan Pendidikan enyidikan Tindak Midana
Kumham Pelatihan Aparatur dan Pelatihan Fungsional dan Kejaksaan Program Penanganan dan Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan
Kemenkumham A EAM | Dk RI Penyelesaian Perkara Pidana Tinggi/Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan
enyelenggaraan Diklat Pendidikan HAM Umum Negeri
Aparatur di Wilayah baai A Penghormatan, Kekerasan
; — — Perlindunaan terhada — Kemen PP & Program KesetaraarGender dan Perlindungan Hak Perempuan dari
agl Aparat rGender d A lind k dari
Kejaksaan | Program Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Penegak Hukum g9 P PA Pemberdayaan Perempuan Kekerasan dalam Rumah Tangga
RI Pelatihan Aparatur Kejaksaan Pelatihan Teknis Fungsional dan Pemenuhan Perempuan A Perlindungan Hak Perempuan darTindak
dan Anak Pidana Perdagangan Oran
POLRI Program Pendidikan dan Latihan | Pembinaan Pendidikan dan Latihan Hak atas kel g
Aparatur Polri Polri Keadilan Program Perlindungan Anak A Perlindungan Anak dari Kekerasaman
Eksploitasi
Komnas Program PeningkatanPemajuan PenguatanKesadaran HAM A Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak
HAM dan Penegakan HAM Masyarakat dan Aparatur Negara
- - Setneg Program Dukungan Manajemen Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban dan
Kemen PP Program Kesetaraan Gender dan | Perlindungan Hak Perempuan dari dan Pelaksanaan Tugas Teknis Dukungan Lainnya di Lingkungan LPSK
& PA Pemberdayaan Perempuan Kekerasan dalam Rumah Tangga Penyelesaian Lainnya Kemen Setneg
Penegakan
K/L Program KiL Kegiatan K/L - HA?M P:/L\a“;gazgzn Kemensos Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi SosialAnak
Kemen Program PemajuarHAM Pelayanan Komunikasi Masyarakat Lalu Komnas Program Peningkatan Pemajuan | Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk
R HAM dan Penegakan HAM Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan
Hak Korban
Komnas HAM Program PeningkatanPemajuan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
Penegakan HAM K/L Program K/L Kegiatan K/L
Kemen PP & Program Perlindungan Anak Perlindungan Anak Berhadapan dengan KejaksaanRl Penanganan dan _Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM Banat dan A Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Agung
PA Hukum dan Stigmatisasi Perkara Tindak Pidana Korupsi A Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung
Komnas HAM Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

Kemenko Polhukam

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politikiukum dan Keamanan

Koordinasi Pemajuan dan PerlidungatiAM

Kemen PP & PA

Program Perlidungan Anak

Pengawasan Pelaksanaan Perlindungainak (KPAI)




USULAN DAERAH

Program Prioritas: Penegakan Hukum yang Berkualitas
KegiatanPrioritas: Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum

A

D 4

Kementerian PPN/
Bappenas

PROPINSI KEGIATAN LOKUS TARGET DANA K/L PENANGGUNG STATUS
PENGUSUL (DALAM JUTA) JAWAB
NTT sosialisasi PP Nomor 4 Tahun 2006 Tentang NTT 250 orang 400 KemenPP & PA
Penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban
kekerasan dalam rumah tangga bagi aparat penegak
hukum di lingkungan Kepolisian Daerah Nusa
Tenggara Timur
Bali Penegakarhukum lingkungan Bali 20 aktivitas 250 KemenPP & PA
Program Prioritas: Penegakan Hukum yang Berkualitas
KegiatanPrioritas: Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif
PROPINSI KEGIATAN LOKUS TARGET DANA K/L PENANGGUNG STATUS
PENGUSUL (DALAM JUTA) JAWAB
Bali Bantuan UEP bagi Panti atau Yayasan Kab. Buleleng 4 Lembaga 100 Kemensos
Sulawesi Temu PenguatanLembagadan Pendamping/ Sakti Sulawesi 5 advokasi 500 Kemensos
Selatan Peksos Selatan
Banten Perbaikansaranadan prasaranaLKS Kota Cilegon 8 lembaga 160 Kemensos
Sumatera Pembinaandan PenunjangLembagaKesejahteraan Kab. Musi 2 lembaga 100 Kemensos
Selatan Sosial(LKS) Banyu Asin
K(_epulauan PenguatanLembagaKesejahteraanSosialAnak Kepulauan 30 lembaga 225 Kemensos
Riau (LKSA) Riau
Gorontalo Pengembangarbagi LembagaKesejahteraanSosial Gorontalo 40 lembaga 600 Kemensos

Anak

Slide- 11
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USULAN DAERAH b 4

Kementerian PPN/

Bappenas
Program Prioritas: Penegakan Hukum yang Berkualitas
KegiatanPrioritas: Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif
PROPINSI KEGIATAN LOKUS TARGET DANA K/L PENANGGUNG JAWAB STATUS
PENGUSUL (DALAM JUTA)
Bengkulu Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak balita, anak Bengkulu 1 lembaga 25 Kemensos

terlantar/jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan
disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan khusus di Provinsi
Bengkulu

Bimbingan teknis Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) bagi Bengkulu 25 orang 901 Kemensos
satuan bakti pekerja sosial di Provinsi Bengkulu

Anak balita telantar, anaktelantar, Anak BerhadapandenganHukum, Bengkulu 1500 anak 1800 Kemensos
Anakyang Membutuhkan Perlindungan khusus yangmemperoleh
pelayananPKSA diProvinsi Bengkulu

Gorontalo Bantuan Untuk Taman Anak Sejahtera Kab. Pahuwato 1 unit 30 Kemensos
Bimbingan Teknis untuk PekerjaSosial Gorontalo 100 orang 500
Anak Terlantar, Anak yang BerhadapandenganHukum dan Anak Gorontalo 100 anak 450
denganPerlakuanKhusus
Kepulauan Riau Kegiatan Satu Hari Bersama Anak Disabilitas Kab. Kep. 51 orang 113.76 Kemensos
Anambas
Bimbingan teknis Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) bagi Kepri 8 orang 150 Kemensos
satuan bakti pekerja sosial
Rehabilitasi SosialAnak Kepri 1100 orang 1200 Kemensos
Bali Bantuan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Anak Nakal Kab. Buleleng 1 kelompok 50 Kemensos
Program KesejahteraanSosialAnak (PKSA) Kab. Buleleng 200 anak 240 Kemensos
Sulawesi Selatan | gosialisasiPKSA NewFaltform Sulawesi Selatan 50 advokasi 150 Kemensos
Rehabiltasidan Perlindungan SosialAnak 6000 anak 2200
Sumatera Utara | Temu PenguatanLembagadan Sakti PeksosPelayananAnak SumteraUtara 65 orang 90 Kemensos
DIY Yogyakarta | anakhbalita telantar, anaktelantar, Anak BerhadapandenganHukum, DIY Yogyakarta 2230 anak 3021 Kemensos

AnakyangMembutuhkan Perlindungan khusus yangmemperoleh
pelayananPKSA diProvinsi Bengkulu Slide- 12




USULAN DAERAH

Program Prioritas: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif
KegiatanPrioritas: Harmonisasi Peraturan Perundangundangan di bidang Anti Korupsi

A

D 4

Kementerian PPN/

Bappenas

PROPINSI KEGIATAN LOKUS TARGET DANA K/L PENANGGUNG STATUS
PENGUSUL (DALAM JUTA) JAWAB
Lampung Sosialisasi peraturan perundangan tentang Lampung 15 Kab/Kota 1500 Kemenkumham
pencegahan korupsi
Program Prioritas: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif
KegiatanPrioritas: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
PROPINSI KEGIATAN LOKUS TARGET DANA K/L PENANGGUNG STATUS
PENGUSUL (DALAM JUTA) JAWAB
K_alimantan Percepatan dan Pemberantasan Korupsi di Kab. Penajam 4 Dokumen 300 KPK
Timur Lingkungan Kab PPU Paser Utara
NTT Penyelengaraarpendidikan, Sosialisasidan NTT 4 Paket 1000 KPK

kampanyeanti korupsi




USULAN DAERAH

Program Prioritas: Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan
KegiatanPrioritas: Harmonisasi Peraturan Perundangundangan di Bidang terkait HAM

A

D 4

Kementerian PPN/

Bappenas

PROPINSI KEGIATAN LOKUS TARGET DANA K/L PENANGGUNG STATUS
PENGUSUL (DALAM JUTA) JAWAB
Maluku Penataan Produk Hukum Daerah Kab/Kota Maluku 80% Peraturan 500 Kemendagri
Fasilitasi ProdukHukum Daerah Kab/Kota Maluku 80% Advokasi 750 Kemendagri
Program Prioritas: Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan
KegiatanPrioritas: Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
PROPINSI KEGIATAN LOKUS TARGET DANA K/L PENANGGUNG STATUS
PENGUSUL (DALAM JUTA) JAWAB
Banten Pemberian Bantuan dana untuk Korban Tindak Kekerasan| Kab. Lebak 30 kejadian 250 Sekretariat Negara
terhadap Perempuan dan Anak
Gorontalo Roadshow Kampanye Anti Kekerasan Gorontalo 6 Kab/Kota 300 Sekretariat Negara
Publikasi/lklan Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Gorontalo 1 Kegiatan 50 Sekretariat Negara
Anak
Sosialisasdan Advokasi tentang Pengembangan Kab/Kota Gorontalo Pimpinan Daerah 200 Sekretariat Negara
Layak anak di Kab/Kota
Psosialisasidan Advokasi Sekolah Ramah Anak Gorontalo 6 Kab/Kota 200 Sekretariat Negara
PenguatanKelembagaan Unit Layanan P2TP2A Gorontalo P2TP2AKab/Kota 250 Sekretariat Negara
Sosialisasi Perda tentang Perempuathan Anak Korban Gorontalo 6 Kab/Kota 200 Sekretariat Negara
tindak Kekerasan
PembentukanForum Penanganan Korban Kekerasan thp Gorontalo 6 Kab/Kota 300 Sekretariat Negara
Perempuan dan Anak
Jambi Perlindungan Anak dibawah umur terhadap Kekerasan Seksual | Tanjung Jabung 2 kegiatan 150 Sekretariat Negara

Timur
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USULANDAERAH

A

D 4

Kementerian PPN/

Bappenas
Program Prioritas: Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan
KegiatanPrioritas: Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
PROPINSI KEGIATAN LOKUS TARGET DANA K/L PENANGGUNG STATUS
PENGUSUL (DALAM JUTA) JAWAB
Sulawesi Selatan| Rehabilitasi Sosial Korban Tindakekerasan dan Perdagangan Sulawesi 50 orang 300 Kemensos
Orang Selatan
Aceh Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran yang Bermasalah Aceh 50 Advokasi 154 Kemensos
yang mendapatkan perlindungan
Gorontalo Rehabilitasi Tuna Sosial Gorontalo 250 orang 890 Kemensos
KepulauanRiau | Rehabilitasi Korban Tindak Kekerasan KepulauanRiau 50 orang 150 Kemensos
Jawa Barat GelandanganPengemis& Pemulung TunaSusila Korban Jawa Barat 200 orang 450 Kemensos
PerdaganganOrang,Korban Tindak Kekerasan Korban
Traffiking Perempuan BekasWargaBinaanLP, OrangdDengan
HIV/AIDS dan Kelompok Minoritas
Bengkulu Korban tindak kekerasanyangterlindungi di Rumah Bengkulu 25 orang 165 Kemensos
Perlindungan Trauma Center (RPTC) dProvinsi Bengkulu
Sumatera Utara | Rehabilitasi Psikososial di RPTC Sumatera Utara 150 orang 350 Kemensos
Gorontalo Rehabilitasi SosialTuna Sosialdan Korban PerdaganganOrang Gorontalo 200 orang 800 Kemensos
Kepulauan Riau | Rehabilitasi Sosia AMPK Kepulauan Riau 50 orang 60 Kemensos
Jawa Barat Anak Balita , Anak Telantar & Anak Jalanan Anak Berhadapan Jawa Barat 7500 orang 10198 Kemensos
dgn Hukum, Anak dgn KecacatanAnak yg Membutuhkan
Perlindungan Khususyg mendapatkanlayananProgram
KesejahteraanSosialAnak (PKSA)
Bengkulu Perlindungan khususbagi anak di RumahPerlindungan Sosial Bengkulu 25 Anak 165 Kemensos

Anak (RPSA) diProvinsi Bengkulu
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USULANDAERAH

A

D 4

Kementerian PPN/

Bappenas
Program Prioritas: Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan
KegiatanPrioritas: Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
PROPINSI KEGIATAN LOKUS TARGET DANA K/L PENANGGUNG STATUS
PENGUSUL (DALAM JUTA) JAWAB
Jambi Kegiatan penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan Jambi 3 Kab/Kota 200 Kemen PP & PA
Kegiatanpenyusun profil perlindungan perempuanterhadap Jambi 2 Buku 200 Kemen PP & PA
tindak kekerasan
Kegiatanfasilitasi upayaperlindungan perempuanterhadap Jambi 1 unit 150 Kemen PP & PA
tindak kekerasan
NTB Perlindungan Hak Perempuandari Tindak kekerasan NTB 10 Desalkelurahan 200 Kemen PP & PA
Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi NTB 10 Desalkelurahan 200 Kemen PP & PA
PenguatanKelembagaanP2TP2A NTB 11 200 Kemen PP & PA
Sulawesi Selatan| penyusunankebijakan perlindungan perempuan pekerja RT Sulawesi 1 Kebijakan 300 Kemen PP & PA
Selatan
Penyusunankebijakan perlindungan lansia Sulawesi 1 Kebijakan 200 Kemen PP & PA
Selatan
Penyusunan kebijakan perlindungan perempuan penyandang Sulawesi 1 kebijakan 250 Kemen PP & PA
disabilitas Selatan
Gorontalo PelatihanSIM DataTerpilah Gorontalo 50 pesserta 200 Kemen PP & PA
Sumatera Utara | pembangunantempat penampungananak/ pusatrehabilitasi Kab. Padang 1 Tahun 286 Kemen PP & PA
dan biaya perlindungan anak (P2TP2A) lawas
advokasikegiatan P2TP2Adalam penanganankorban kekerasan | Sumatera Utara 1 Kegiatan 150 Kemen PP & PA
terhadap perempuan dan anak
advokasi kegiatan gerakan sayang ibu (gis) Sumatera Utara 1 Kegiatan 75 Kemen PP & PA
Sumatera Barat | penguatanPusatPelayananTerpadu PemberdayaanPerempuan Kota Bukit Fasilitas 600 Kemen PP & PA
dan Anak Tinggi
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USULANDAERAH
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Kementerian PPN/

Bappenas
Program Prioritas: Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan
KegiatanPrioritas: Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
PROPINSI KEGIATAN LOKUS TARGET DANA K/L PENANGGUNG STATUS
PENGUSUL (DALAM JUTA) JAWAB

Lampung penyusunan kebijakan yg responsif terhadap perempuan korban Kab.Mesuji 1 Kebijakan 40 Kemen PP & PA
kekerasan

Aceh penyusunankebijakan yg responsif terhadap perempuan korban Kab. Aceh Barat 100 Advokasi 50 Kemen PP & PA
kekerasan
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Tenaga Kerja Perempuan Kab. Aceh Barat 100 Advokasi 30.50 Kemen PP & PA

Sulawesi Selatan| review standar pelayanan minimal (SPM) penanganan kekerasaf Sulawesi 24 Kab/Kota 260 Kemen PP & PA
terhadap perempuan Selatan

NTT PenyusunanSistemPerlindungan bagi perempuan Kab.Kupang 2 kegiatan 113 Kemen PP & PA
KegiatanPembinaanOrganisasiPerempuan Kab.Kupang 17 Kelompok 57 Kemen PP & PA
Pendidikan dan pelatihan peran serta danb kesetaraangender Kab.Kupang 1 kegiatan 30 Kemen PP & PA
Advokasidan fasilitasi PUGbagi perempuan Kab.Kupang 2 kegiatan 8 Kemen PP & PA
Pengembangan Materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraar] Kab.Kupang 1 kegiatan 50 Kemen PP & PA
Gender dan keadilan KKG
PenguatanKelembagaanPUGdan Anak Kab.Kupang 2 kegiatan 61 Kemen PP & PA

Aceh Pelatihan Tenaga Kerja Konselor FGD dan P2TP2A Kab. Aceh Barat 100 advokasi 32 Kemen PP & PA
Pembentukandan OperasionalFGDKecamatan Kab. Aceh Barat 100 advokasi 60 Kemen PP & PA
Training ESQ Emosional Spiritual Question) Kab. Aceh Barat 100 advokasi 185 Kemen PP & PA
PelatihanBagiPelatih (TOT) SDMPelayanandan Pendampingan Kab. Aceh Barat 100 advokasi 30 Kemen PP & PA
Korban KDRT
FasilitasiPengembagarPusatPelayananTerpadu Pemberdayaan | Kab. Aceh Barat 23 Kecamatan 400 Kemen PP & PA
Perempuan(P2TP2A)
RenovasiGedungP2TP2A Kab. Aceh Barat 1 Kab/Kota 700 Kemen PP & PA
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Kementerian PPN/

Bappenas
Program Prioritas: Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan
KegiatanPrioritas: Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
PROPINSI KEGIATAN LOKUS TARGET DANA K/L PENANGGUNG STATUS
PENGUSUL (DALAM JUTA) JAWAB

Aceh Kegiatan Jambore Anak Baik Indonesia Kab.Aceh Barat 100 Advokasi 200 Kemen PP & PA
Festival Anak Daerah Kab.Aceh Barat 100 Advokasi 200 Kemen PP & PA
Pleatihan Spiritual Family Kab.Aceh Barat 100 % 150 Kemen PP & PA
Sosialisasi KLA (Kota Layak Anak) Kab.Aceh Barat 100% 100 Kemen PP & PA
Pembentukandan PenguatanForum Anak dalam Kabupaten Kab.Aceh Barat 100% 150 Kemen PP & PA
Aceh Barat.

Gorontalo PenyediaanSaranadan PrasaranaKesekretariatan P2TP2A Kab. Gorontalo 1 Laporan 558 Kemen PP & PA
Peningkatandan PenguatanJaringanP2TP2A Kab. Gorontalo 1 Laporan 120 Kemen PP & PA
Penjangkauandan pendampingankasusP2TP2A Kab. Gorontalo 1 Laporan 100 Kemen PP & PA
TOTBagiPetugaspadaUnit LayananTentang Teknis Kab. Gorontalo 1 Kegiatan 200 Kemen PP & PA
PenangananTerhadapPerempuandan Anak Korban Tindak
Kekerasan

SumateraUtara | pelatihan fasilitator PPRG SKPBalam penyusunanARG Kab. Padang 1 Kegiatan 125 Kemen PP & PA

Lawas

Sulawesi Selatan| Advokasiuntuk melakukan pencatatandan pendataankasus Sulawesi 1 Kegiatan 270 Kemen PP & PA
Kekerasanterhadap perempuan sesuaidataterpilah Selatan
Pemetaanlayananpenanganankorban Tindak Pidana Sulawesi 1 Kegiatan 300 Kemen PP & PA
PerdaganganOrang Selatan
Rakorwil GugusTugasPP TPPO Sulawesi 1 Kegiatan 300 Kemen PP & PA

Selatan

Jawa Barat Fasilitasi Penanganankorban KDRT Kota Bandung 150 orang 450 Kemen PP & PA

Perlindungan Anak di SekolahDasardan Menengah Kota Bandung 60 sekolah 3000 Kemen PP & PA

S
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Bappenas
Program Prioritas: Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan
KegiatanPrioritas: Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
PROPINSI KEGIATAN LOKUS TARGET DANA K/L PENANGGUNG STATUS
PENGUSUL (DALAM JUTA) JAWAB

Lampung Penyedia Sarana dan Prasarana Gedung P2TP2A Lampung 50 % 500 Kemen PP & PA
Penyusunankebijakan responsif terhadap penanganan Kab. Mesuiji 1 kebijakan 40
kekerasanterhadap anak

Sulawesi Selatan| penyusunanpedomanteknis kebijakan perlindungan anak Sulawesi Selatan 1 Advokasi 200 Kemen PP & PA
berbasismasyarakat
Penyusunanpedomandeteksidini terhadap disabilitas, tumbuh Sulawesi Selatan 1 dokumen 250 Kemen PP & PA
kembang dan pencegaharkekerasan
Penguatansistem data anak Sulawesi Selatan 1 Aplikasi 350 Kemen PP & PA
Model pelaksanaan kebijakan penghapusan kekerasan terhadap| Sulawesi Selatan 2 Kabupaten 400 Kemen PP & PA
anak

NTT Pelaks.Sosialisasyg terkait dengankesetaraangender Kab, Kupang 2 kegiatan 43 Kemen PP & PA
,PemberdayanPerempuandan Perlindungan Anak
PenguatanKelembagaanPUGdan Anak Kab, Kupang 30 orang 500 Kemen PP & PA
pelatihan SDMpenanganandan pendampingankorban KDRT NTT 200 orang 200

Aceh Advokasidan FasilitasiPUGBagi Perempuan Kab. Aceh Besar 23 kecamatan 250 Kemen PP & PA
Advokasidan KIE Tentang KesehatanReproduksi Remaja(KRR) Kab. Aceh Besar | 604 Deas/Kelurahan 400 Kemen PP & PA
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdaya] = Kab. Aceh Besar 23 kecamatan 200 Kemen PP & PA
Perempuan dan Anak
PelatihanBagiPelatih (TOT) SDMPelayanandan Pendampingan Kab. Aceh Besar 23 kecamatan 250 Kemen PP & PA
Korban KDRT

SumateraUtara | pembentukan gugustugasperlindungan anak Kab. Padang Lawas 1 kegiatan 136 Kemen PP & PA
advokasifasilitasi peningkatan forum anak dalam mendukung Kab. Padang Lawas 1 kegiatan 125 Kemen PP & PA

kabupatenlayak anak
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NO PROGRAM PRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

1 Pelaksanaan Road Map RBgningkatanAsistensi, Fasilitasi,
Bimbingan Teknis Pelaksanaan

2 Penerapan StandarPelayananPublik Dan SistemInformasi Perijinan

3 Peningkatan Disiplin Dan Pengawasan Kinerja Dan Administrasi
Keuangan

=

R

1.

CR

Pelaksanaan Road Map RB d&enguatan
PengelolaanRBNasional
PenerapanManajemenASN
PenataanKelembagaarBirokrasi
Penataan TateKelolaBirokrasi

Penguatan SisteniPengadaarBarang Jasa
SistemManajemenKinerja Pembangunan
Nasiond

PenguatanKelembagaandan ManajemenPelayanan
Publik

PenguatanPartisipasi Masyarakat dalam
PeningkatanKualitas Pelayanan Publik

Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja
Pengawasan yang Independen dan Profesional
Penerapan Sistem Nilai dan Integritas Birokrasi
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HIGHLIGHTUSULAN DAERAH 7

. Berdasarkan aplikasi eMusrenbang terdapat sekitar 300 usulan
kegiatan terkait PN Reformasi Birokrasi.

. Daerah yang mengusulkan kegiataterkait PN ReformasiBirokrasi

antara lain: Prov. Aceh, Prov. Sumut, Prov. Sumbar, Prov. Babel, Prov.
Lampung, Prov. Banten, Prov. DIY, Prov. Jatim, Prov. Kaltim, Prov. Sulsel,
Prov. Sultra, Prov. Gorontalo, Prov. Sulteng, Prov. NTT, Prov. NTB, Prov.
Bali, Prov. Maluku.

. Mayoritas usulan kegiatan dari daerah terkait dengan: Penerapan
Manajemen ASNPenguatanKelembagaandan ManajemenPelayanan
Publik, PenataanTata Kelola Birokrasi, danPeningkatanAkuntabilitas
Keuangandan Kinerja.

. Usulan daerah perlu diverifikasi bersama oleh K/L terkait dan
Bappenas(daftar usulan terlampir).



A

D 4

Kementerian PPN/
Bappenas

LAMPIRAN |
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REFORMASI BIROKRASI: KEMENDAGRI

Program Prioritas

PelaksanaaRoad Map

RB,Peningkatan
AsistensiFasilitasi
BimbinganTeknis
PelaksanaaRB

PelaksanaaRoad Map

RB,Peningkatan
AsistensiFasilitasi
BimbinganTeknis
PelaksanaaRB

Pelaksanaan Road Map

RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi,
Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

Pelaksanaan Road Map

RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi,
Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

Pelaksanaan Road Map

RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi,
Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

Kegiatan
Prioritas

Penataan
kelembagaan
birokrasi

Penataan
kelembagaan
birokrasi

Penerapan
Manajemen ASN

Penerapan
Manajemen ASN

Penerapan
Manajemen ASN

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L

Program Bina
Pembangunan
Daerah

Program Bina
Pembangunan
Daerah

Program
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Aparatur
Pemerintahan
Dalam Negeri

Program
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Aparatur
Pemerintahan
Dalam Negeri

Program
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Aparatur
Pemerintahan
Dalam Negeri

Fasilitasi
Perencanaan,
Evaluasi, dan
Informasi

Pembangunan Daerah

Fasilitasi
Perencanaan,
Evaluasi, dan
Informasi

Pembangunan Daerah

Pengembangadan
Pelaksanaan
Standarisagilan
Sertifikasi

Pengembangan dan
Pelaksanaan
Standarisasi dan
Sertifikasi

Pengembangan
Kompetensi
Kemendagri dan
Pemda

Meningkatnya kualitas tata kelola Jumlahdaerahdengandatadaninformasi

pemerintahan daerah melalui
perencanaan dan evaluasi
pembangunan daerah

Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan
daerah melalui pemanfaatan
informasi pembangunan daerah
dan partisipasi masyarakat

Terlaksananya standarisasi dan
sertifikasi kompetensi aparatur,
serta akreditasi kelembagaan
pemerintahan dalam negeri

Terlaksananya standarisasi dan
sertifikasi kompetensi aparatur,
serta akreditasi kelembagaan
pemerintahan dalam negeri

Terlaksananypengembangan
kompetensiaparaturkemendagri
danpemda

254 KalblKota
pembangunardaerahyangterintegrasidalam
SIPD
Jumlah daerah yang difasilitasi dalam 34 Provinsi

penyusunan rencana pembangunan
berdasarkan data dan informasi yang dikelola
dalam sistem informasi pembangunan daerah
termasuk partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan

Jumlah aparatur Kemendagri dan pemda yang 3 Komponen
tersertifikasi (Pemdes
Keuda & BPP)

Jumlah lembaga pengembangan sumber daya 33 Provinsi
manusia yang terakreditasi

JumlahangkatanPengembangaiKompetensi
AparaturKemendagrdan Pemerintahan
DaerahdibidangKeuangardaerah
Pembangunan Daerabfonomidaerah
kewilayahankepemimpinan politik,
pemerintahanumum, dankependudukan

100angkatan

DANA 2017

34,000

34,000

4,500

12,200

21,010



REFORMASI BIROKRASI: KEMENDAGRI

. Program Prioritas Kegiatan Prioritas PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

10

11

PeneraparStandar
PelayanarPublikdan
SistemInformasi
Perijinan

PeneraparStandar
PelayanarPublikdan
Sisteminformasi
Perijinan

PeneraparStandar
PelayanarPublikdan
Sisteminformasi
Perijinan

Penerapan Standar
Pelayanan Publik dan
Sistem Informasi
Perijinan

Penerapan Standar
Pelayanan Publik dan
Sistem Informasi
Perijinan

Penerapan Standar
Pelayanan Publik dan
Sistem Informasi
Perijinan

Penguatan
kelembagaardan
manajemen
pelayanarpublik

Penguatan
kelembagaan dan
manajemen
pelayanan publik

Penguatan
kelembagaan dan
manajemen
pelayanan publik

Penguatan
kelembagaardan
manajemen
pelayanarpublik

Penguatan
kelembagaan dan
manajemen
pelayanan publik

Penguatan
kelembagaan dan
manajemen
pelayanan publik

Program Bina
Administrasi
Kewilayahan

Program Bina
Administrasi
Kewilayahan

Program Bina
Administrasi
Kewilayahan

Program Bina
Administrasi
Kewilayahan

Program Bina
Pembangunan
Daerah

Program Bina
Pembangunan
Daerah

Penyelenggaraan
HubungarPusatdan
DaerahsertaKerja
samaDaerah

Penyelenggaraan
HubungarPusatdan
DaerahsertaKerja
samaDaerah

Penyelenggaraan
Hubungan Pusat dan
Daerah serta Kerja
sama Daerah

Penyelenggaraan
Hubungan Pusat dan
Daerah serta Kerja
sama Daerah

Pembinaan
Penyelenggaraan dan
Pembangunan Urusan

Pemerintahan Daerah |

Pembinaan
Penyelenggaraadan
PembangunatJrusan
PemerintaharDaerah
Il

Meningkatnyab1 KaliKota yang
memilikiPTSP yang Prima

Terlaksananypeningkatarkualitas

kelembagaaninfrastrukturdan

manajemenpelayanarmelaluiPTSP

Meningkatnygpenerapanpelayanan

publikmelaluiPATEN diaerah

Terlaksananya peningkatan kualitas

kelembagaan, infrastruktur dan

manajemen pelayanan melalui PATEN

Meningkatnyeakualitaspelayanan
publikdi daerah

Meningkatnya kualitas pelayanan

publik di daerah

Jumlahdaerahyangmemiliki
PTSP yang PrimaefiisPerijinan
yangdilimpahkanke PTSP,
PenyederhanarPerijinanyang
sesuaidenganNSPKKecepatan
PelayananKualitasPelayanan
PeningkatarkKapasitasSDM
Perijinar)

Jumlahdaerahyangditingkatkan
kualitaskelembagaan
infrastrukturdanmanajemen
pelayanarmelaluiPTSP

Jumlah Kabupaten/Kota yang
menerapkan PATEN

Jumlahdaerahyangditingkatkan
kualitaskelembagaan
infrastruktur, danmanajemen
pelayanarmelaluiPATEN

Jumlah daerah yang menerapkan
SPM dan NSPK terkait pelayanan
publik

Jumlah daerah yang menerapkan
SPM dan NSPK terkait pelayanan
publik

51 KablKota

10 provinsi

80 KablKota di 6
Provinsi

10 provinsi

1 SPMdan3 NSPK
BidangPenataan
Ruang

3 SPMdan5 NSPK
BidangSosial
Kesehatan
Trantibumlinmas

7,000

10,000

7,000

7,000

20,000

56,000



REFORMASI BIROKRASI:

12

13

14

15

16

Program Prioritas

PeneraparStandar
PelayanarPublikdan
Sisteminformasi
Perijinan

PeneraparStandar
PelayanarPublikdan
Sisteminformasi
Perijinan

PeneraparStandar
PelayanarPublikdan
SistemIinformasi
Perijinan

PeneraparStandar
PelayanarPublikdan
SistemIinformasi
Perijinan

Penerapan Standar
Pelayanan Publik dan
Sistem Informasi
Perijinan

Kegiatan
Prioritas

Penguatan
kelembagaan
dan manajemen
pelayanan publik

Penguatan
kelembagaan
dan manajemen
pelayanan publik

Penguatan
kelembagaan
danmanajemen
pelayanarpublik

Penguatan
kelembagaan
danmanajemen
pelayanarpublik

Penguatan
kelembagaan
dan manajemen
pelayanan publik

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L

Program Bina
Pembangunan
Daerah

Program Bina
Pembangunan
Daerah

Program Bina
OtonomiDaerah

Program Bina
OtonomiDaerah

Program Bina
Otonomi Daerah

KEMENDAGRI

Pembinaan
Penyelenggaraadan
PembangunatJrusan
PemerintaharDaerah I

Pembinaan
Penyelenggaraan dan
Pembangunan Urusan
Pemerintahan Daerah
v

EvaluasKinerjaDaerah
DanPeningkatan
Kapasitas

EvaluasKinerjaDaerah
DanPeningkatan
Kapasitas

Fasilitaskelembagaan
danKepegawaian
PerangkaDaerah

Meningkatnyakualitas
pelayanarpublikdi daerah

Meningkatnya kualitas
pelayanan publik di daerah

Meningkatnyakemampuardan
prakarsgpemerintahan
daerahterhadagpencapaian
kinerjadalammendukung
pelaksanaamesentralisasilan
otonomidaerah

Meningkatnyakemampuardan
prakarsgpemerintahan
daerahterhadagpencapaian
kinerjadalammendukung
pelaksanaamlesentralisaséian
otonomidaerah

Meningkatnyskemampuandan
prakarsgoemerintahandaerah
terhadappencapaiarkinerja
dalammendukungpelaksanaan
desentralisasilan otonomi
daerah

INDIKATOR K/L

Jumlah daerah yang menerapkan
SPM dan NSPK terkait pelayanan
publik

Jumlah daerah yang menerapkan
SPM dan NSPK terkait pelayanan
publik

Jumlahdaerahyangmendapat
statusberkinerjatinggiberdasarkan
EKPPD 201daritotal jumlah
provinsi(85%)

Jumlahdaerahyangmendapat
statusberkinerjatinggiberdasarkan
EKPPD 201daritotal jumlahkota
dankabupaten(70%)

PresentaselumlahDaerah
KabupaterfKota yangkinerjanya
meningkatdarikinerjasedangdan
rendah

TARGET 2017 DANA 2017

2 SPvdan4 NSPK
BidangPekerjaan
UmumdanPerumahan
danPermukiman

38,000

1 SPMdan6 NSPK
BidangPendidikan

23,000

28 Provinsi 14,200

65 Kotadan291
Kabupaten

15,600

80%Kabupaterkota
yangberkinerjasedang
danrendah

12,000



REFORMASI BIROKRASI:

17

18

19

Program Prioritas

Penerapan Standar
Pelayanan Publik dan
Sistem Informasi
Perijinan

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Kegiatan
Prioritas

Penguatan
kelembagaan
dan manajemen

pelayanan publik

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

KEMENDAGRI

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

2,000

Program Penelitian
dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri

Program
Peningkatan
Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah

Program
Peningkatan
Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah

Penelitian Dan
Pengembangan

Administrasi

Kewilayahan,
Pemerintahan Desa,
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil

Pembinaan
Perencanaan Anggaran
Daerah

Pembinaan
Pelaksanaan Dan
Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah

Pilot Project Pelayanan Kartu
Identitas Anak (KIA)

MeningkatkarKualitas
perencanaaranggarardaerah

MeningkatnyaAkuntabilitas
transparastantertib
administraspengelolaan
keuangardaerah

Jumlah Daerah pilot project
pelayanan Kartu Identitas Anak
(KIA)

Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang
menetapkan Perda tentang APBD
Provinsi /Kab/Kota yang tepat
Waktu

Jumlah Prov/kab/Kota yang
menetapkan Perda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD yang disahkan secara tepat
waktu

6 provinsi

30 Provinsi 275
Kab/Kota

30 Provinsi 275
Kab/Kota

5,500

3,850



REFORMASI BIROKRASI: KEMENKO POLHUKAf:“

Program Prioritas Kegiatan PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017
Prioritas

1 Pelaksanaan Road Map Penataan Program Koordinasi Tata Kelola Implementasi Indeks Reformasi Jumlah rekomendasi kebijakan 1 Rekomendasi 2,030
RB, Peningkatan tatakelola Peningkatan Pemerintahan Birokrasi di seluruh K/L dan terkait implementasi Indeks
Asistensi, Fasilitasi, birokrasi Koordinasi Bidang pelaksanaan reformasi birokrasi Reformasi Birokrasi di seluruh K.L
Bimbingan Teknis Politik, Hukum dan di pemda dan pelaksanaan RB di Pemda
Pelaksanaan RB Keamanan
2 PelaksanaaRoad Map  Penataan Program Koordinasi Peningkatan Koordinaspenerapanstandar Jumlah rekomendasi kebijakan 1 Rekomendasi 2,030
RB,Peningkatan tatakelola Peningkatan Pelayanan Publik pelayanarpublikdansistem terkait penerapan standar
AsistensiFasilitasi birokrasi Koordinasi Bidang informasiperijinandi K/Ldan pelayanan publik dan sistem
BimbinganTeknis Politik, Hukum dan pemda informasi perijinan di K/L dan
PelaksanaaRB Keamanan Pemda

REFORMASI BIROKRASI:

Program Prioritas Kegiatan PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017
Prioritas
1 Pelaksanaan Road Map Penataan ProgramPengkajian Pengkajian dan Inovasi Teknologi Jumlah Industri Pengguna Pengadaan peralatan 3,377
RB, Peningkatan tatakelola danPenerapan Penerapan Teknologi Penyelenggaraan Sistem Inovasi Teknologi-Eervices laboratorium teknologi
Asistensi, Fasilitasi, birokrasi Teknologi Informasi dan Elektronik Untuk &ervices (e (KTPel multiguna, EPemilu,  infromasi dan elektronika
Bimbingan Teknis Komunikasi Government & eBusiness) Cloud EGov dan Indeks TIK) untuk mendukung penelitian
Pelaksanaan RB dan pengembangan

penerapan reformasi birokrasi

2 Penerapan Standar Penguatan ProgramPengkajian Pengkajian dan InovasiTeknologi Jumlah Industri Pengguna Terlaksananya-emilu, 2,000
Pelayanan Publik dan  kelembagaan danPenerapan Penerapan Teknologi PenyelenggaraaBistem Inovasi Teknologi-Bervices  termasuk eVoting dan e
Sistem Informasi danmanajemen  Teknologi Informasi dan ElektronikUntuke-Services (e (KTPel multiguna, EPemilu,  Otentifikasi pemilih
Perijinan pelayanarpublik Komunikasi Government & eBusiness) Cloud EGov dan Indeks TIK) menggunakan pembacaan

KTPEI yg disederhanakan



Program Prioritas

Pelaksanaan Road Map
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi,
Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

Pelaksanaan Road Map
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi,
Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

Pelaksanaan Road Map
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi,
Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

Pelaksanaan Road Map
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi,
Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

Pelaksanaan Road Map
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi,
Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

Kegiatan
Prioritas

Penataan
kelembagaan
birokrasi

Penataan
kelembagaan
birokrasi

Penataan
kelembagaan
birokrasi

Penataan
kelembagaan
birokrasi

Penataan
tatakelola
birokrasi

PROGRAM K/L

Program Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

Program Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

Program Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

Program Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

Program Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

REFORMASI BIROKRASI: KEMENPAN RB

KEGIATAN K/L

Perumusan Kebijakan
Sistem Kelembagaan dan
Tata Laksana

Asesmen dan Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan
Kelembagaan |

AsesmerdanKoordinasi
Pelaksanaa#ebijakan
Kelembagaatl

AsesmerdanKoordinasi
Pelaksanaa#ebijakan
Kelembagaarl

Perumusan dan Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan E
Government

SASARAN K/L

Ditetapkannya Perpres tentang
penataan LNS

Terlaksananya evaluasi/audit
instansi pemerintah pusat (LNS)

Terlaksananyavaluasiaudit
instansipemerintahpusat(LNS)

Terlaksananya evaluasi/audit
instansi pemerintah pusat (LNS)

Terlaksananya monitoring dan
evaluasi penerapan tatakelola
pemerintahan berbasis IT

INDIKATOR K/L

JumlahPerpresentang
penataanLNS

JumlahLNS yang
dievaluasidiaudit

Jumlah LNS yang
dievaluasi/diaudit

Jumlah LNS yang
dievaluasi/diaudit

TARGET 2017

1 Perpres

9 LNS yang

dievaluasi

9 LNS

9 LNS

Jumlah IP yang dimonitor 200 IP

DANA 2017

300

800

800

800

100



REFORMASI BIROKRASI:

10

Program Prioritas

PelaksanaaRoad Map
RB,Peningkatan
AsistensiFasilitasi
BimbinganTeknis
PelaksanaaRB

PelaksanaaRoad Map
RB,Peningkatan
AsistensiFasilitasi
BimbinganTeknis
PelaksanaaRB

PelaksanaaRoad Map
RB,Peningkatan
AsistensiFasilitasi
BimbinganTeknis
PelaksanaaRB

Pelaksanaan Road Map

RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi,
Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

Pelaksanaan Road Map

RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi,
Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

Kegiatan
Prioritas

Penataan
tatakelola
birokrasi

Penerapan
ManajemenASN

Penerapan
Manajemen ASN

Penerapan
Manajemen ASN

Penerapan
Manajemen ASN

KEMENPAN RB

PROGRAM K/L

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

Program
Pendayagunaan
AparaturNegaradan
ReformasBirokrasi

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

KEGIATAN K/L

Perumusan dan Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan E
Government

Perencanaamnlan
PengembangaSistem
InformasiSumberDaya
ManusiaAparatur

Standardisasi Jabatan dan
Pengembangan Kompetensi
Sumber Daya Manusia
Aparatur

Pengawasan Implementasi
Sistem Merit Aparatur Sipil
Negara (KASN)

Pengawasan Implementasi
Sistem Merit Aparatur Siplil
Negara (KASN)

SASARAN K/L

Terlaksananya penerapan
kebijakan sistem database
terpadu nasional (one
data)

Terpenuhinya kebutuhan
ASN untuk mendukung
pelaksanaan prioritas
pembangunan

Tersusunnya standar
kompetensi jabatan dan
pola karir nasional dan
instansional

INDIKATOR K/L

Jumlah kebijakan tentang penerapan 1 SEMenpanRB
sistem database terpadu nasional
(one data)

Kebijakan formasi ASN sesuai
prioritas pembangunan

1 PermenparkRB

Standar kompetensi dan kompetensi 1 standar
jabatan nasional kompetensi

Terlaksananya mediasi dan Persentase mediasi atas pelaksanaan 100%
perlindungan secara efektif rekomendasi KASN

Terlaksananya penanganan Persentase pengelolaan penanganan 100%

pengaduan dan
penyelidikan

pengaduan dan penyelidikan

TARGET 2017

DANA 2017

10

500

1,600

2,300

2,300



REFORMASI BIROKRASI:

11

12

13

14

15

Program Prioritas

PelaksanaaRoad Map
RB,Peningkatan
AsistensiFasilitasi
BimbinganTeknis
PelaksanaaRB

Pelaksanaan Road Map

RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi,
Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

Pelaksanaan Road Map

RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi,
Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

Pelaksanaan Road Map

RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi,
Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

PelaksanaaRoad Map
RB,Peningkatan
AsistensiFasilitasi
BimbinganTeknis
PelaksanaaRB

Kegiatan
Prioritas

Penerapan
Manajemen ASN

Penerapan
ManajemenASN

Penerapan
Manajemen ASN

Penguatan
pengelolaan RB
Nasional

Penguatan
pengelolaan RB
Nasional

KEMENPAN RB

PROGRAM K/L

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi

Program
Pendayagunaan
AparaturNegara
danReformasi
Birokrasi

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi

KEGIATAN K/L

Pengawasan
Implementasi Sistem
Merit Aparatur Siplil
Negara (KASN)

Pengawasan
ImplementasiSistem
Merit AparaturSipil
Negara (KASN)

Pengawasan
ImplementasiSistem
Merit AparaturSipil
Negara (KASN)

Koordinasi Kebijakan,
Penyusunan dan
Evaluasi Program
Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur,
dan Pengawasan

Koordinasi Kebijakan,
Penyusunan dan
Evaluasi Program
Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur,
dan Pengawasan

SASARAN K/L

Terlaksananya pengawasan dan Jumlah K/L/Pemda yang diawasi,
monitoring evaluasi implementasi sistem

monitoring evaluasi

implementasi sistem merit

Terlaksananya pengkajian dan
pengembangan sistem merit

Terlaksananyaosialisasi

pelaksanaamilai dasar kode
etik, kodeperilakudansistem

merit

Terlaksananya

asistensi/coaching clinic
pelaksanaan RB di daerah

Optimalisasi pelaksanaan tugas

UPRBN, TQA, dan Tim
Independen RBN

INDIKATOR K/L

merit

Pedoman pelaksanaan sistem merit

Sosialisasi nilai dasar, kode etik, kode
perilaku dan sistem merit kepada ASN di
instansi pemerintah

Jumlah asistensi/coaching clinic
pelaksanaan RB di daerah

TARGET 2017

67 K/L dan 34
Provinsi

100%

67 K/L dan 34
Provinsi

136
asistensi/coachin
g clinic

Koordinasi pelakasanaan tugas UPRBN, 100%

TQA, dan Tim Independen RBN atas

pelaksanaan RB

DANA 2017

2,000

500

2,500

6,800

2,400



REFORMASI BIROKRASI:

16

17

18

19

20

Program Prioritas

Kegiatan
Prioritas

Pelaksanaan Road Map Penguatan

RB, Peningkatan

Asistensi, Fasilitasi,

Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

Pelaksanaan Road Map

RB, Peningkatan

Asistensi, Fasilitasi,

Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

PelaksanaaRoad Map

RB,Peningkatan
AsistensiFasilitasi
BimbinganTeknis
PelaksanaaRRB

Pelaksanaan Road Map

RB, Peningkatan

Asistensi, Fasilitasi,

Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

Pelaksanaan Road Map

RB, Peningkatan

Asistensi, Fasilitasi,

Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

pengelolaan RB
Nasional

Penguatan
pengelolaan RB
Nasional

Penguatan
pengelolaan RB
Nasional

Penguatan
pengelolaan RB
Nasional

Penguatan
pengelolaan RB
Nasional

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi

KEMENPAN RB

o

Perumusan Kebijakan
Reformasi Birokrasi dan
Akuntabilitas Aparatur, dan
Pengawasan

KoordinasPelaksanaan
PemantauandanEvaluasi
ReformasBirokrasj
AkuntabilitasAparatur, dan
Pengawasanh

Koordinasi Pelaksanaan,
Pemantauan, dan Evaluasi
Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan
Pengawasan |

Koordinasi Pelaksanaan,
Pemantauan, dan Evaluasi
Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan
Pengawasan I

Koordinasi Pelaksanaan,
Pemantauan, dan Evaluasi
Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan
Pengawasan I

SASARAN K/L

Terbentuknyallm
AsistenspelaksanaafRB
didaerah

Terlaksananya asistensi
pelaksanaan RB di wilayah
|

Terlakasananya evaluasi
pelaksanaan RB di wilayah
I

Terlaksananya asistensi
pelaksanaan RB di wilayah
Il

Terlaksananya evaluasi
pelaksanaan RB di wilayah
Il

INDIKATOR K/L

TARGET 2017

Jumlah TIm Asistensi pelaksanaan RB di 34 Tim Teknis

daerah

Jumlah IP yang mendapatkan asistensi
pelaksanaan RB di wilayah |

Jumlah IP yang telah dievaluasi
pelaksanaan RB di wilayah |

Jumlah IP yang mendapatkan asistensi
pelaksanaan RB di wilayah I

Jumlah IP yang telah dievaluasi
pelaksanaan RB di wilayah I

(@5 tenaga
profesional)

50 IP

60 IP

50 IP

60 IP

DANA 2017

12,750

460

800

210

1,000



REFORMASI BIROKRASI:

21

22

23

24

Program Prioritas

PelaksanaaRoad Map
RB,Peningkatan
AsistensiFasilitasi
BimbinganTeknis
PelaksanaaRB

PelaksanaaRoad Map
RB,Peningkatan
AsistensiFasilitasi
BimbinganTeknis
PelaksanaaRB

PelaksanaaRoad Map
RB,Peningkatan
AsistensiFasilitasi
BimbinganTeknis
PelaksanaaRB

Kegiatan
Prioritas

Penguatan
pengelolaarkRB
Nasional

Penguatan
pengelolaan RB
Nasional

Penguatan
pengelolaan RB
Nasional

Pelaksanaan Road Map Sistem

RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi,
Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

Manajemen
Kinerja
Pembangunan
nasional

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L

Program
Pendayagunaan
AparaturNegara
danReformasi
Birokrasi

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi

KEMENPAN RB ¥

oo,

Koordinasi
Pelaksanaan
Pemantauandan
EvaluasReformasi
Birokrasj Akuntabilitas
Aparatur, dan
Pengawasalil

Koordinasi
Pelaksanaan,
Pemantauan, dan
Evaluasi Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur, dan
Pengawasan Il

Pengembangan Sistem
Evaluasi
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

Perumusan Kebijakan
Reformasi Birokrasi dan
Akuntabilitas Aparatur,
dan Pengawasan

Terlaksananya asistensi

pelaksanaan RB di wilayah IlI

Terlaksananya evaluasi

pelaksanaan RB di wilayah 111

Terlaksananya penyempurnaan

sistem PMPRB

Tersusunnya kebijakan

penyelarasan manajemen
kinerja pembangunan dengan

AKIP

INDIKATOR K/L

Jumlah IP yang mendapatkan asistensi
pelaksanaan RB di wilayah 111

Jumlah IP yang telah dievaluasi
pelaksanaan RB di wilayah IlI

Jumlah sistem PMPRB yang
disempurnakan

Penyelarasan nomenkelatur seluruh IKU
instansi pemerintah pusat dan daerah
dengan AKIP

TARGET 2017

50 IP

60 IP

1 sistem PMPRB
yang
disempurnakan;
1 database
PMPRB; peta
kapasitas
birokrasi

1
SKB/Permenpan
RB

DANA 2017

210

1,000

400

300



REFORMASI BIROKRASI:

25

26

27

28

29

Program Prioritas

PeneraparStandar
PelayanarPublikdan
Sisteminformasi
Perijinan

Penerapan Standar
Pelayanan Publik dan
Sistem Informasi
Perijinan

Penerapan Standar
Pelayanan Publik dan
Sistem Informasi
Perijinan

Penerapan Standar
Pelayanan Publik dan
Sistem Informasi
Perijinan

Penerapan Standar
Pelayanan Publik dan
Sistem Informasi
Perijinan

Kegiatan
Prioritas

Penguatan
kapasitas
pengelolaan
kinerja
pelayanarpublik

Penguatan
kapasitas
pengelolaan
kinerja
pelayanan publik

Penguatan
kapasitas
pengelolaan
kinerja
pelayanan publik

Penguatan
kapasitas
pengelolaan
kinerja
pelayanarpublik

Penguatan
kapasitas
pengelolaan
kinerja
pelayanan publik

KEMENPAN RB

PROGRAM K/L

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi

KEGIATAN K/L

Perumusan Kebijakan
Inovasi dan Sistem
Informasi Pelayanan
Publik

Perumusan Kebijakan
Inovasi dan Sistem
Informasi Pelayanan
Publik

Perumusan Kebijakan
Inovasi dan Sistem
Informasi Pelayanan
Publik

Koordinasi Pelaksanaan,
Pemantauan dan Evaluasi

Pelayanan Publik |

Koordinasi Pelaksanaan,
Pemantauan dan Evaluasi

Pelayanan Publik Il

SASARAN K/L

Terlaksananya penyusunan
kebijakan dan koordinasi
pelaksanaan FKP di bidang
pelayanan publik

Terintegrasinyaeluruhsistem
pengaduarmasyarakatiengan
LAPOFSP4N

Terselenggaranya penilaian
inovasi pelayanan publik
(SINOVIK)

Terlaksananya monitoring dan
evaluasi pelaksanaan FKP
pelayanan publik di wilayah |

Terlaksananya monitoring dan
evaluasi pelaksanaan FKP
pelayanan publik di wilayah II

INDIKATOR K/L TARGET 2017

Jumlah kebijakan dan koordinasi 1 SE Menpan
pelaksanaan FKP di bidang pelayanan RB
publik

100%
koordinasi

Persentase instansi pemerintah yang
sistem pengaduannya terintegrasi
dengan LAPGRP4N

Pelaksanaan penilaian inovasi pelayanan99 Inovasi

publik untuk memperoleh Top 99 dari Pelayanan
K/L/Pemda Publik
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 100%
FKP pelayanan publik di wilayah |

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 100%

FKP pelayanan publik di wilayah Il

DANA 2017

500

500

2,000

500

500



REFORMASI BIROKRASI:

30

31

32

33

34

Program Prioritas

Penerapan Standar
Pelayanan Publik dan
Sistem Informasi
Perijinan

Penerapan Standar
Pelayanan Publik dan
Sistem Informasi
Perijinan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Kegiatan
Prioritas

Penguatan
kapasitas
pengelolaan
kinerja
pelayanarpublik

Penguatan
kelembagaan
dan manajemen
pelayanan publik

Penerapan
Sistem Nilai dan
Integritas
Birokrasi

Penerapan
Sistem Nilai dan
Integritas
Birokrasi

Penerapan
Sistem Nilai dan
Integritas
Birokrasi

KEMENPAN RB

PROGRAM K/L

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi

Program
Pendayagunaan
AparaturNegara
danReformasi
Birokrasi

Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Kementerian PAN
dan RB

ProgramDukungan
Manajemendan
Pelaksanaaiugas
TeknisLainnya
KementerianPAN
danRB

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi

KEGIATAN K/L

Koordinasi Pelaksanaan,

Pemantauan dan Evaluasi

Pelayanan Publik IlI

Perumusan Kebijakan
Inovasi dan Sistem
Informasi Pelayanan
Publik

Pengelolaan dan
Pembinaan Hukum,
Komunikasi Publik dan
Sistem Informasi

Pengelolaan dan
Pembinaan Hukum,
Komunikasi Publik dan
Sistem Informasi

Koordinasi Pelaksanaan,

Pemantauan, dan Evaluasi

Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur,
dan Pengawasan |

SASARAN K/L INDIKATOR K/L

Terlaksananya monitoring dan
evaluasi pelaksanaan FKP
pelayanan publik di wilayah I

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
FKP pelayanan publik di wilayah Ill

Terlaksananya replikasi inovasi
pelayanan publik di instansi
pemerintah (best practice)

Jumlah inovasi pelayanan publik yang
direplikasi

Terbangunnya Menpan RB
Resources Management System

Pelaksanaan-&overnment yang
terintegrasi di Kemenpan RB

Terbangunnya Menpan RB

Resources Management System yang terintegrasi secara online

Terlakasananya asistensi dan
konsultasi tentang pembangunan
Z1 menuju WBK/WBBM pada
instansi pemerintah di wilayah |

Jumlah IP yang mendapatkan asistensi

menuju WBK/WBBM di wilayah |

Sistem aplikasi evaluasi Zona Integritas

dan konsultasi tentang pembangunan ZI

TARGET 2017

100%

50 inovasi

100%
Terbangun

1 sistem
aplikasi

9IP

DANA 2017

500

2,000

2,800

760



KEMENPAN RB $3

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L

REFORMASI BIROKRASI:

Program Prioritas Kegiatan INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017
Prioritas
35 Peningkatan Disiplin Penerapan Program KoordinasPelaksanaan Terlaksananyasistensdan Jumlah K/L di wilayah | yang 28 K/L 100
dan Pengawasan Sistem Nilaidan Pendayagunaan PemantauandanEvaluasi  pemberiankonsultaskepada mendapatkan asistensi dan konsultasi
Kinerja dan Integritas AparaturNegaradan ReformasBirokrasj K/L di Wilayah tentang tentang pembangunan sisetm integritas
Administrasi Keuangan Birokrasi ReformasBirokrasi AkuntabilitasAparatur, pembangunarsistem (LHKASN dan penanganan konflik
danPengawasah integritas kepentingan)
36 PeningkatarDisiplin Penerapan Program Koordinasi Pelaksanaan, Terlaksananya asistensi dan  Jumlah IP yang mendapatkan asistensi 9 IP 930
danPengawasan Sistem Nilaidan Pendayagunaan Pemantauan, dan Evaluasi konsultasi tentang dan konsultasi tentang pembangunan ZI
Kinerjadan Integritas Aparatur Negara dan  Reformasi Birokrasi, pembangunan ZI menuju menuju WBK/WBBM di wilayah Il
AdministrasKeuangan  Birokrasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur, WBK/WBBM pada instansi
dan Pengawasan Il pemerintah di wilayah I
37 Peningkatan Disiplin Penerapan Program KoordinasPelaksanaan Terlaksananya asistensi dan ~ Jumlah K/L di wilayah Il yang 28 K/L 100
dan Pengawasan SistemNilaidan Pendayagunaan PemantauandanEvaluasi  pemberian konsultasi kepada mendapatkan asistensi dan konsultasi
Kinerja dan Integritas Aparatur Negara dan  ReformasBirokrasj K/l di Wilayah Il tentang tentang pembangunan sistem integritas
Administrasi Keuangan Birokrasi Reformasi Birokrasi AkuntabilitasAparatur, pembangunan sistem (LHKASN dan penanganan konflik
danPengawasat integritas kepentingan)
38 Peningkatan Disiplin Penerapan Program Koordinasi Pelaksanaan, Terlaksananya asistensi dan  Jumlah IP yang mendapatkan asistensi 9 IP 960
dan Pengawasan Sistem Nilai dan  Pendayagunaan Pemantauan, dan Evaluasi konsultasi tentang dan konsultasi tentang pembangunan ZI
Kinerja dan Integritas Aparatur Negara dan  Reformasi Birokrasi, pembangunan ZI menuju menuju WBK/WBBM di wilayah 111
Administrasi Keuangan Birokrasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur, WBK/WBBM pada instansi
dan Pengawasan llI pemerintah di wilayah 111
39 Peningkatan Disiplin Penerapan Program Koordinasi Pelaksanaan, Terlaksananya asistensi dan  Jumlah K/L di wilayah Ill yang 28 K/L 100
dan Pengawasan Sistem Nilaidan Pendayagunaan Pemantauan, dan Evaluasi pemberian konsultasi kepada mendapatkan asistensi dan konsultasi
Kinerja dan Integritas Aparatur Negara dan  Reformasi Birokrasi, K/l di Wilayah 11l tentang tentang pembangunan sistem integritas
Administrasi Keuangan Birokrasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur, pembangunan sistem (LHKASN dan penanganan konflik

dan Pengawasan llI

integritas

kepentingan)



REFORMASI BIROKRASI:

40

41

42

43

44

Program Prioritas

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Kegiatan
Prioritas

Pengawasan
Yang
Independendan
Profesional

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

KEMENPAN RB

Program
Pendayagunaan
AparaturNegara
danReformasi
Birokrasi

Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya
Kementerian PAN
dan RB

Program
Pendayagunaan
AparaturNegara
danReformasi
Birokrasi

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L

PerumusarKebijakan
ReformasBirokrasidan
AkuntabilitasAparatur,
danPengawasan

Pengelolaan dan
Pembinaan Hukum,
Komunikasi Publik dan
Sistem Informasi

PerumusarKebijakan
ReformasBirokrasidan
AkuntabilitasAparatur,
danPengawasan

Koordinasi Pelaksanaan,
Pemantauan, dan
Evaluasi Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur, dan
Pengawasan |

Koordinasi Pelaksanaan,
Pemantauan, dan
Evaluasi Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur, dan
Pengawasan |

SASARAN K/L

Terlaksananyharmonisasi
danfinalisasRUU SPIP

Terbangunnya Menpan RB

Resources Management
System

Tersusunnya pedoman

tentang akuntabilitas kinerja

IP

Terlaksananya asistensi dan
konsultasi penerapan SAKIP di asistensi dan konsultasi penerapan

wilayah |

INDIKATOR K/L

JumlahRUU yang
disempurnakaffinalisasi

Jumlah sistem aplikasi evaluasi
SAKIP online

Pedoman tentang akuntabilitas
kinerja IP yang disusun

Julah IP yang mendapatkan

SAKIP di wilayah Barat

TARGET 2017

1UU

1 aplikasi

1 Pedoman

70 IP

Terlakasananya evaluasi atas Jumlah IP yang dievaluasi SAKIP di 160 IP
implementasi SAKIP di wilayah silayah Barat

DANA 2017

800

400

210

940



REFORMASI BIROKRASI:

45

46

47

48

Program Prioritas

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Kegiatan
Prioritas

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi

Program
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi

KEMENPAN RB B

Koordinasi Pelaksanaan,
Pemantauan, dan
Evaluasi Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur, dan
Pengawasan I

Koordinasi Pelaksanaan,
Pemantauan, dan
Evaluasi Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur, dan
Pengawasan Il

Koordinasi Pelaksanaan,
Pemantauan, dan
Evaluasi Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur, dan
Pengawasan Il

Koordinasi Pelaksanaan,
Pemantauan, dan
Evaluasi Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur, dan
Pengawasan Il

SASARAN K/L

Terlaksananya asistensi dan
konsultasi penerapan SAKIP di asistensi dan konsultasi penerapan

Jumlah IP yang mendapatkan 70 IP

wilayah Il SAKIP di wilayah Tengah

Terlakasananya evaluasi atas Jumlah IP yang dievaluasi SAKIP di 160 IP
implementasi SAKIP di wilayah silayah Tengah
Il

Terlaksananya asistensi dan ~ Jumlah IP yang mendapatkan 70 IP
konsultasi penerapan SAKIP di asistensi dan konsultasi penerapan
wilayah 111 SAKIP di wilayah Timur

Terlakasananya evaluasi atas Jumlah IP yang dievaluasi SAKIP di 160 IP
implementasi SAKIP di wilayah silayah Timur
I

INDIKATOR K/L TARGET 2017

DANA 2017

210

980

210

1,130



REFORMASI BIROKRASI: BAPPENAS

Pelaksanaan RB

Program Prioritas Kegiatan PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017
Prioritas
1 PelaksanaaRoad Map  Sistem Program Dukungan Pengelolaabatadan Terlaksananya-planning dalam  Penerapan sistem-planning 100% 8,000
RB,Peningkatan Manajemen Manajemen dan InformasiPerencanaan penyusunan dokumen secara online sesuai rencana
AsistensiFasilitasi Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembangunan Nasional perencanaan (RPJM/RKP) secara
BimbinganTeknis Pembangunan Teknis Lainnya online
PelaksanaaRB nasional Bappenas
Program Prioritas Kegiatan PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN KI/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017
Prioritas
Pelaksanaan Road Map RB, Penataan  Program Pembinaan dan Ditetapkannya CIO Nasional TerbentuknyaClO Nasional TBA 1,000
Peningkatan Asistensi, tatakelola ~ Pengembangan Pengembangan-E
Fasilitasi, Bimbingan Teknis  birokrasi Aplikasi Informatika ~ Government
Pelaksanaan RB
Pelaksanaan Road Map RB, Penataan  Program Pembinaan dan Ditetapkan masterplan dan Terbentuknya Masterplan dan 1 Keputusan CIO 2,000
Peningkatan Asistensi, tatakelola ~ Pengembangan Pengembangan-E arsitektur eGov arsitektur eGov Nasional
Fasilitasi, Bimbingan Teknis  birokrasi Aplikasi Informatika ~ Government
Pelaksanaan RB
Pelaksanaan Road Map RB, Penataan  Program Pembinaan dan DitetapkannyaData Center Terbentuknya Data Center 1 3,000
Peningkatan Asistensi, tatakelola ~ Pengembangan Pengembangan-E Nasionadansistem Nasional dan sistem
Fasilitasi, Bimbingan Teknis  birokrasi Aplikasi Informatika ~ Government pendukungnya pendukungnya
Pelaksanaan RB
Pelaksanaan Road Map RB, Penataan  Program Pembinaan dan Pengintegrasian sistem dan  Terintegrasinya sistem dan 100 7,197
Peningkatan Asistensi, tatakelola  Pengembangan Pengembangan-E layanan serta data strategis  layanan serta data strategis
Fasilitasi, Bimbingan Teknis  birokrasi Aplikasi Informatika ~ Government nasional nasional (persentase)



REFORMASI BIROKRASI:

Program Prioritas Kegiatan PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017
Prioritas
Pelaksanaan Road Map Penerapan Program Pengkajian  Peningkatan Kualitas Meningkatnya kompetensi Jumlah peserta Diklat Pim Tk | 120 5,600
RB, Peningkatan Manajemen ASN Administrasi Negara  Penyelenggaraan kepemimpinan visioner pejabat
Asistensi, Fasilitasi, dan Diklat Aparatur Diklat Kepemimpinan struktural Eselon 1
Bimbingan Teknis Negara Aparatur Nasional
Pelaksanaan RB
Pelaksanaan Road Map Penerapan Program Pengkajian  Peningkatan Kualitas Meningkatnya kompetensi Jumlah peserta Diklatpim Tk Il 720 orang 21,356
RB, Peningkatan Manajemen ASN Administrasi Negara  Penyelenggaraan kepemimpinan strategis pejabat
Asistensi, Fasilitasi, dan Diklat Aparatur Diklat Kepemimpinan struktural Eselon Il
Bimbingan Teknis Negara Aparatur Nasional
Pelaksanaan RB
Pelaksanaan Road Map Penerapan Program Pengkajian ~ Penyelenggaraan Terwujudnya peningkatan Jumlah peserta diklat Revolusi 90 Peserta 720
RB, Peningkatan Manajemen ASN Administrasi Negara  Diklat Teknis Dan kapasitas ASN Pelayanan Publik mental dalam pelayanan publik
Asistensi, Fasilitasi, dan Diklat Aparatur Fungsional (pilot project)
Bimbingan Teknis Negara
Pelaksanaan RB
PelaksanaaRoad Map  Penerapan Program Pengkajian  Penyelenggaraan Terlaksananya diklat TOT Jumlah peserta diklat TOT revolusi 500 Peserta 4,000
RB,Peningkatan Manajemen ASN Administrasi Negara  Diklat Teknis Dan revolusi mental dalam mental dalam pelayanan publik
AsistensiFasilitasi dan Diklat Aparatur Fungsional pelayanan publik
BimbinganTeknis Negara
PelaksanaaRB
Pelaksanaan Road Map Penerapan Program Pengkajian ~ Penyelenggaraan Terbentuknygaderkader Jumlah peserta diklat RLA 200 Peserta 16,000

RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi,
Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

Manajemen ASN

Administrasi Negara
dan Diklat Aparatur
Negara

Diklat Teknis Dan
Fungsional

reform padainstansi
pemerintah



REFORMASI BIROKRASI: ANRI

Program Prioritas

Pelaksanaan Road Map
RB, Peningkatan Asistensi,
Fasilitasi, Bimbingan
Teknis Pelaksanaan RB

Pelaksanaan Road Map
RB, Peningkatan Asistensi,
Fasilitasi, Bimbingan
Teknis Pelaksanaan RB

Pelaksanaan Road Map
RB, Peningkatan Asistensi,
Fasilitasi, Bimbingan
Teknis Pelaksanaan RB

Pelaksanaan Road Map
RB, Peningkatan Asistensi,
Fasilitasi, Bimbingan
Teknis Pelaksanaan RB

Pelaksanaan Road Map
RB, Peningkatan Asistensi,
Fasilitasi, Bimbingan
Teknis Pelaksanaan RB

Pelaksanaan Road Map
RB, Peningkatan Asistensi,
Fasilitasi, Bimbingan
Teknis Pelaksanaan RB

Kegiatan
Prioritas

Penataan
tatakelola
birokrasi

Penataan
tatakelola
birokrasi

Penataan
tatakelola
birokrasi

Penataan
tatakelola
birokrasi

Penataan
tatakelola
birokrasi

Penataan
tatakelola
birokrasi

PROGRAM K/L

Program
Penyelenggaraan
Kearsipan Nasional

Program
Penyelenggaraan
Kearsipan Nasional

Program
Penyelenggaraan
Kearsipan Nasional

Program
Penyelenggaraan
KearsiparNasional

Program
Penyelenggaraan
Kearsipan Nasional

Program
Penyelenggaraan
Kearsipan Nasional

KEGIATAN K/L

Penilaian dan Akuisisi
Arsip

Penilaian dan Akuisisi
Arsip

Penilaian dan Akuisisi
Arsip

Penilaian dan Akuisisi
Arsip

Pembinaan Kearsipan
Pusat

Pendidikan dan
Pelatihan Kearsipan

SASARAN K/L

Terlaksananya penilaian dan
akuisisi arsip

Terlaksananya penilaian dan
akuisisi arsip

Terlaksananyaenilaiandan
akuisisarsip

Terlaksananya penilaian dan
akuisisi arsip

Meningkatnya ekfetivitas
penyelenggaraan system
kearsipan di lembaga negara
dan badan pemerintah pusat

Terlaksananya diklat penciptaan

jabatan fungsional arsiparis

INDIKATOR K/L

Jumlah dokumen yang
diselamatkan untuk Kabinet
Indonesia Bersatu

Jumlah hasil arsip yang diakuisisi

Jumlah dokumen Pemilu yang
diselamatkan

TARGET 2017

115
berkas/reel/roll/kaset

600
berkas/reel/roll/kaset

Jumlah arsip Memorial Presidential 325

yang diselamatkan

berkas/reel/roll/kaset

Jumlah instansi pusat yang sudah 10 KL/BUMN/PTN (4

menerapkan SIKDIK:

pendampingan, pembekalan, dan

serah terima aplikasi, monev

Jumlah peserta diklat jabatan
fungsional arsiparis

KL/3 BUMN/3 PTN)

222 orang

DANA 2017

65

900

310

94

1,509

1,693



REFORMASI BIROKRASI: ANRI

Program Prioritas Kegiatan PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017
Prioritas
7 PelaksanaaRoad Map RB, Penataan Program Pendidikardan Terlaksananydiklatteknis Jumlahpesertadiklatteknis 900 orang 3,275
PeningkatarAsistensiFasilitasi tatakelola Penyelenggaraan  Pelatihan kearsipan kearsipan
BimbinganTeknisPelaksanaaRB  birokrasi KearsiparNasional  Kearsipan
8 PelaksanaaRoad Map RB, Penataan Program Pendidikan dan Terselenggaranya kegiatan KSST ~ Jumlahpesertapreservasi 18 orang 426
PeningkatarAsistensiFasilitasi tatakelola Penyelenggaraan Pelatihan arsipuntuk TimurLeste
BimbinganTeknisPelaksanaaRB  birokrasi KearsiparNasional  Kearsipan
9 PelaksanaaRoad Map RB, Penataan Program Pendidikardan TerselenggaranykegiatanKSST Presentase monitoring dan  100% 300
PeningkatarAsistensiFasilitasi tatakelola Penyelenggaraan  Pelatihan evaluasi kegiatan
BimbinganTeknisPelaksanaaRB  birokrasi KearsiparNasional  Kearsipan pendidikan dan pelatihan
kearsipan
10 Pelaksanaan Road Map RB, Penataan Program Pendidikan dan Terselenggaranya kegiatan KSST ~ Jumlah peserta pelatihan 10 orang 426
Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, tatakelola Penyelenggaraan  Pelatihan restorasi kearsipan untuk
Bimbingan Teknis Pelaksanaan RBbirokrasi Kearsipan Nasional Kearsipan Palestina
11 Pelaksanaan Road Map RB, Penataan Program Pelaksanaan Meningkatnya efektivitas Jumlah pencipta arsip dan 20 875
Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, tatakelola Penyelenggaraan  Akreditasi penyelenggaraan akreditasi dan lembaga yang diakreditasi
Bimbingan Teknis Pelaksanaan RBbirokrasi Kearsipan Nasional Kearsipan pengawasan kearsipan
12 Pelaksanaan Road Map RB, Penataan Program Pelaksanaan Meningkatnya efektivitas Jumlah pencipta arsip dan 74 2,416
Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, tatakelola Penyelenggaraan  Akreditasi penyelenggaraan akreditasi dan lembaga yang diawasi
Bimbingan Teknis Pelaksanaan RBbirokrasi Kearsipan Nasional Kearsipan pengawasan kearsipan



REFORMASI BIROKRASI: ANRI

Program Prioritas Kegiatan PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017
Prioritas
13 PelaksanaaRoad Map  Penataan Program Pelaksanaan Meningkatnya efektivitas Presentase monitoring dan evaluasi 100% 0
RB,Peningkatan tatakelola Penyelenggaraan Akreditasi Kearsipan penyelenggaraan akreditasi dan
AsistensiFasilitasi birokrasi Kearsipan Nasional pengawasan kearsipan
BimbinganTeknis
PelaksanaaRB
14 PelaksanaaRoad Map  Penataan Program Pembinaan Kearsipan Terlaksananya bimbingan teknis Jumlah Pemerintah Prov/Kab/Kota 6 Prov 800

RB,Peningkatan tatakelola Penyelenggaraan Daerah | pengelolaan arsip aset sesuai  yang mendapatkan kemampuan
AsistensiFasilitasi birokrasi KearsiparNasional peraturan perundangan teknis pengelolaan arsip aset
BimbinganTeknis (ekonomi) sesuai dengan peraturan
PelaksanaaRB perundangan Wilayah | (Kalatara,
Sulbar, Papua, Kaltim, NTB, Maluku)
15 PelaksanaaRoad Map  Penataan Program PembinaarKearsipan Terlaksananyaimbinganteknis  Presentasenonitoringdanevaluasi  100% 0
RB,Peningkatan tatakelola Penyelenggaraan Daerah | pengelolaararsipasetsesuai terhadapProVv KaldKota yangelah
AsistensiFasilitasi birokrasi KearsiparNasional peraturanperundangan diberikanBimtek
BimbinganTeknis
PelaksanaaRB
16 Pelaksanaan Road Map Penataan Program Pembinaan Kearsipan Terlaksananya bimbingan teknis Jumlah Prov/Kab/Kota yang 6 Prov 0
RB, Peningkatan tatakelola Penyelenggaraan Daerah | pengelolaan arsip aset sesuai  mendapatkan pendampingan
Asistensi, Fasilitasi, birokrasi Kearsipan Nasional peraturan perundangan setelah diberikan Bimtek
Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB
17 Pelaksanaan Road Map Penataan Program Pembinaan Kearsipan Terlaksananya bimbingan teknis Jumlah Pemerintah Prov./kab./kota 6 Prov 600
RB, Peningkatan tatakelola Penyelenggaraan Daerah I pengelolaan arsip aset sesuai  yang Mendapatkan Kemampuan
Asistensi, Fasilitasi, birokrasi Kearsipan Nasional peraturan perudangan Teknis Pengelolaan Arsip Aset

Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

sesuai dengan Peraturan
Perundangan



REFORMASI BIROKRASI: ANRI

Program Prioritas Kegiatan PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017
Prioritas
18 PelaksanaaRoad Map Penataan Program Pembinaan Kearsipan Terlaksananya bimbingan teknis Jumlah pemerintah Prov/Kab/Kota 6 Prov 0
RB,Peningkatan tatakelola Penyelenggaraan Daerah I pengelolaan arsip aset sesuai  yang mendapatkan pendampingan
AsistensiFasilitasi birokrasi KearsiparNasional peraturan perudangan setelah diberikan Bimtek

BimbinganTeknis
PelaksanaaRB

19 Pelaksanaan Road Map Penataan Program PembinaarKearsipan Terlaksananyhimbinganteknis  Presentasenonitoringdanevaluasi  100% 0
RB, Peningkatan tatakelola Penyelenggaraan Daerah I pengelolaararsipasetsesuai terhadapProv KaldKota yangelah
Asistensi, Fasilitasi, birokrasi Kearsipan Nasional peraturanperudangan diberikanBimtek

Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

20 Pelaksanaan Road Map Penataan Program Penyelenggaraan Peningkatan Sistem dan JumlahSimpulSistemdanJaringan 45 Simpul 4,787
RB, Peningkatan tatakelola Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan  Jaringan Informasi Kearsipan InformasiKearsiparNasional yang
Asistensi, Fasilitasi, birokrasi Kearsipan Nasional Informasi Kearsipan  Nasional dikelola[PrioritasNasional]
Bimbingan Teknis Nasional

Pelaksanaan RB



Program Prioritas

Pelaksanaan Road Map
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi,
Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

Pelaksanaan Road Map
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi,
Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

PelaksanaaRoad Map
RB,Peningkatan
AsistensiFasilitasi
BimbinganTeknis
PelaksanaaRB

Pelaksanaan Road Map
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi,
Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

Pelaksanaan Road Map
RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi,
Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

Kegiatan
Prioritas

Penerapan
Manajemen ASN

Penerapan
Manajemen ASN

Penerapan
Manajemen ASN

Penerapan
Manajemen ASN

Penerapan
Manajemen ASN

REFORMASI BIROKRASI: BKN

PROGRAM K/L

Program
Penyelenggaraan
Manajemen
Kepegawaian Negara

Program
Penyelenggaraan
Manajemen
Kepegawaian Negara

Program
Penyelenggaraan
Manajemen
Kepegawaian Negara

Program
Penyelenggaraan
Manajemen
Kepegawaian Negara

Program
Penyelenggaraan
Manajemen
Kepegawaian Negara

KEGIATAN K/L

Pengembangan dan
Pemeliharaan Perangkat

dan Sistem Komputer Induk,

Jaringan Komputer, Serta
Sistem Informasi

Pengembangan dan
Pemeliharaan Perangkat

dan Sistem Komputer Induk,

Jaringan Komputer, Serta
Sistem Informasi

Pengembangan dan
Pemeliharaan Perangkat

dan Sistem Komputer Induk,

Jaringan Komputer, Serta
Sistem Informasi

Perumusan dan
Perancangan Sistem
Informasi Berbasis
Teknologi Informasi dan
Pengelolaan Data
Kepegawaian

Perumusan dan
Perancangan Sistem
Informasi Berbasis
Teknologi Informasi dan
Pengelolaan Data
Kepegawaian

SASARAN K/L

Terwujudnya peningkatan
kapasitas ICT BKN

Terwujudnya peningkatan
kapasitas ICT BKN

Terwujudnya peningkatan
kapasitas ICT BKN

Tersedianya sistem informasi
manajemen dan database ASN informasi manajemen internal

yang lengkap, akurat, dan
terkini

Tersedianya sistem informasi
manajemen dan database ASN yang dibangun dan diterapkan

yang lengkap, akurat, dan
terkini

INDIKATOR K/L

TARGET 2017

Pengembangan private cloude 100%

BKN tahap Il

Pengoperasian DRC

Penambahan jaringan sistem
informasi kantor pusat dan

kanreg

Pembangunan sistem

BKN

sistem pengaduan elektronik

100%

100%

1 Paket Sistem

1 Paket Sistem

DANA 2017

12,000

5,000

2,500

7,000

3,000



10

Program Prioritas

PelaksanaaRoad Map
RB,Peningkatan
AsistensiFasilitasi
BimbinganTeknis
PelaksanaaRB

PelaksanaaRoad Map
RB,Peningkatan
AsistensiFasilitasi
BimbinganTeknis
PelaksanaaRB

Pelaksanaan Road Map

RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi,
Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

Pelaksanaan Road Map

RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi,
Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

Pelaksanaan Road Map

RB, Peningkatan
Asistensi, Fasilitasi,
Bimbingan Teknis
Pelaksanaan RB

Kegiatan
Prioritas

Penerapan
ManajemenASN

Penerapan
ManajemenASN

Penerapan
Manajemen ASN

Penerapan
Manajemen ASN

Penerapan
Manajemen ASN

REFORMASI BIROKRASI: BKN

PROGRAM K/L

Program
Penyelenggaraan
Manajemen
KepegawaiamNegara

Program
Penyelenggaraan
Manajemen
KepegawaiamNegara

Program
Penyelenggaraan
Manajemen
Kepegawaian Negara

Program
Penyelenggaraan
Manajemen
Kepegawaian Negara

Program
Penyelenggaraan
Manajemen
Kepegawaian Negara

KEGIATAN K/L

PerumusardanPerancangan
SisteminformasiBerbasis
Teknologinformasidan
Pengelolaamata
Kepegawaian

PerumusardanPerancangan
SisteminformasiBerbasis
Teknologinformasidan
Pengelolaarbata
Kepegawaian

Pelaksanaan Pengembangan
Kinerja, Standardisasi Kinerja
Jabatan, dan Pengambangan
Sistem Informasi Kinerja
Pegawai Aparatur Sipil
Negara

Penilaian Kompetensi dan
Konseling Psikologi PNS

Penilaian Kompetensi dan
Konseling Psikologi PNS

SASARAN K/L INDIKATOR K/L

Tersedianya sistem informasi  Pengembangamweb servicedan
manajemen dan database ASN pengelolaardata

yang lengkap, akurat, dan

terkini

Tersedianyaisteminformasi MonitoringdanevaluasiCT
manajemendandatabase ASN Governance

yanglengkap akurat, dan

terkini

Terlaksananya pilot project Jumlah K/L yang dijadikan Pilot
penerapan kebijakan penilaian Project

kinerja ASN berdasarkan

mekanisme 360 derajat

Tersusunnya peta kompetensi Jumlah pemangku JPT yang
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dipetakan kompetensinya

Terbangunnya talent pool Jumlah ASN yang masuk talent
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pool

TARGET 2017

1 Paket Sistem

100%

10 K/L

4000 JPT

5000 orang

DANA 2017

6,000

1,000

2,000

6,581

2,500



REFORMASI BIROKRASI: BKN

Program Prioritas Kegiatan PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017
Prioritas
11  PelaksanaaRoad Map  Penerapan Program Penilaian Kompetensi dan Tersusunnya Indeks survey dan rilis data indeks ASN 1 paket 5,000
RB,Peningkatan Manajemen ASN Penyelenggaraan Konseling Psikologi PNS Profesionalitas ASN tahun 2017
AsistensiFasilitasi Manajemen
BimbinganTeknis Kepegawaian Negara

PelaksanaaRB

12 PelaksanaaRoad Map  Penerapan Program Penyelenggaraan Pendidikan Terpenuhinya kebutuhan Jumlahpengelolakepegawaian 1,600 10,400
RB,Peningkatan Manajemen ASN Penyelenggaraan dan Pelatihan Bidang pejabat pengelola dananaliskepegawaiaryang
AsistensiFasilitasi Manajemen Kepegawaian kepegawaian yang profesional mengikutidiklatdan
BimbinganTeknis Kepegawaian Negara bersertifikasi

PelaksanaaRB



Program Prioritas

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Kegiatan
Prioritas

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

REFORMASI BIROKRASI:BPKP

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Terkait Investigasi pada BUMN/D

Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Terkait Investigasi pada BUMN/D

Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Terkait Investigasi pada BUMN/D

Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Terkait Hambatan Kelancaran
Pembangunan

Pelaksanaan investigasi
program prioritas
nasional pada BUMN/D

Pelaksanaan investigasi
program prioritas
nasional pada BUMN/D

Pelaksanaan monitoring
atas tindak lanjut
rekomendasi hasil
investigasi

Pelaksanaan investigasi
bottleneck pelaksanaan
prioritas pembangunan

nasional

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017

100%

Persentase BUMN/D
pelaksana prioritas nasional
yang diinvestigasi

Persentase surat kepala BPKP100% disampaikan
kepada menteri

penanggungjawab prioritas,

menyampaikan rekomendasi

hasil investigasi

Persentase monitoring atas ~ 100%
rekomendasi yang

ditindaklanjuti

Persentase bottleneck 100%

pelaksanaan prioritas
pembangunan nasional yang
diinvestigasi

DANA 2017

2,500

2,000



REFORMASI BIROKRASI:

Program Prioritas Kegiatan PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017
Prioritas
5 PeningkatarDisiplin Pengawasan ProgramPengawasan PengendaliafPelaksanaan Pelaksanaan investigasi Persentasegolicy brief yang  100% disampaikan 0
danPengawasan Yang Intern Akuntabilitas Pengawasaintern Akuntabilitas  bottleneck pelaksanaan diserahkarkepadaPresiden
Kinerjadan Independendan ~ KeuangarNegaradan  KeuangariNegaradan prioritas pembangunan menyampaikan
AdministrasKeuangan Profesional Pembinaan Pembangunan Nasional Serta nasional rekomendashasil
Penyelenggaraan PembinaarPenyelenggaraan investigasbottleneck
SistemPengendalian ~ SPIPTerkaitHambatan
Intern Pemerintah KelancararPembangunan
6 PeningkatarDisiplin Pengawasan Program Pengawasan Pengendalian/Pelaksanaan Pelaksanaan investigasi Persentase 100% 2,500
danPengawasan Yang Intern Akuntabilitas Pengawasan Intern Akuntabilitas program prioritas nasional Kementerian/Lembaga
Kinerjadan Independen dan Keuangan Negara dan Keuangan Negara dan pada Kementerian/Lembaga pelaksana prioritas yang
AdministrasKeuangan Profesional Pembinaan Pembangunan Nasional Serta diinvestigasi
Penyelenggaraan Pembinaan Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian  SPIP Terkait Investigasi pada
Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga
7 Peningkatan Disiplin Pengawasan Program Pengawasan Pengendalian/Pelaksanaan Pelaksanaan investigasi Persentase surat kepala 100% disampaikan 0
dan Pengawasan Yang Intern Akuntabilitas Pengawasan Intern Akuntabilitas program prioritas nasional BPKP kepada menteri
Kinerja dan Independen dan Keuangan Negara dan Keuangan Negara dan pada Kementerian/Lembaga penanggungjawab prioritas,
Administrasi Keuangan Profesional Pembinaan Pembangunan Nasional Serta menyampaikan
Penyelenggaraan Pembinaan Penyelenggaraan rekomendasi hasil
Sistem Pengendalian  SPIP Terkait Investigasi pada investigasi program prioritas
Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga
8 Peningkatan Disiplin Pengawasan Program Pengawasan Pengendalian/Pelaksanaan Pelaksanaan monitoring atas ~ Persentase monitoring atas 100% 0
dan Pengawasan Yang Intern Akuntabilitas Pengawasan Intern Akuntabilitas tindak lanjut rekomendasi hasil rekomendasi yang
Kinerja dan Independen dan Keuangan Negara dan Keuangan Negara dan investigasi ditindaklanjuti
Administrasi Keuangan Profesional Pembinaan Pembangunan Nasional Serta
Penyelenggaraan Pembinaan Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian  SPIP Terkait Investigasi pada
Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga



10

11

REFORMASI BIROKRASI: BPKP

Program Prioritas

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

Kegiatan
Prioritas

Pengawasan
Yang
Independendan
Profesional

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L

ProgramPengawasan
Intern Akuntabilitas
KeuangarNegaradan
Pembinaan
Penyelenggaraan
SistemPengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

PengendaliafPelaksanaan
Pengawasaintern
AkuntabilitasKeuangan
NegaradanPembangunan
Nasional Sert®embinaan
Penyelenggaraa8PBadan
UsahaAgrobisnisJasa
Konstruksidan
Perdagangan

PengendaliafPelaksanaan
Pengawasaintern
AkuntabilitasKeuangan
NegaradanPembangunan
Nasional Sert®embinaan
PenyelenggaraaBPBadan
UsahaAgrobisnisJasa
Konstruksidan
Perdagangan

Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan

Penyelenggaraan SPI Badan terhadap pengadaan bibit & pupuk,

Usaha Agrobisnis, Jasa
Konstruksi, dan
Perdagangan

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Persentase badan usaha 100% 2,500
prioritas nasional pada Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi,

Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan dan Perdagangan pelaksana

Perdagangan (termasuk pengawasan prioritas nasional yang

terhadap pengadaan bibit & pupuk, dilakukan dan monitoring

penyediaan sapi, program evaluasi.

pembangunan LRT dan

pembangunan kereta cepat Jakarta

Bandung)

Pelaksanaamonitoringdanevaluasi  Persentasesuratkepala 100%disampaikan 0
prioritasnasionalpadaBadanUsaha BPKRKepadaBadanUsaha

AgrobisnisJasa&Konstruksidan pelaksanamenteri

Perdagangaltermasukpengawasan penanggungjawabprioritas

terhadappengadaarbibit & pupuk danKSPmenyampaikan

penyediaarsapi program rekomendashasil

pembangunarRTdan pengawasarmprioritas

pembangunarkeretacepatJakarta nasional

Bandung)

Pelaksanaan monitoring atas tindak Persentase monitoring atas 100% 0

lanjut rekomendasi hasil pengawasan rekomendasi yang
prioritas nasional pada Badan Usaha ditindaklanjuti oleh Badan

Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan

Usaha Agrobisnis, Jasa

Perdagangan (termasuk pengawasan Konstruksi, dan

penyediaan sapi, program
pembangunan LRT dan

pembangunan kereta cepat Jakarta

Bandung)

Perdagangan



12

13

14

15

Program Prioritas

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Kegiatan
Prioritas

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

REFORMASI BIROKRASI: BPKP

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

PengendaliafPelaksanaan
Pengawasaintern Akuntabilitas
KeuangarNegaradan
Pembangunan Nasional Serta
PembinaarPenyelenggaraaSPI
BadanUsahalas&Keuangardan
Manufaktur

Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan SPI
Badan Usaha Jasa Keuangan dan
Manufaktur

Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan SPI
Badan Usaha Jasa Keuangan dan
Manufaktur

Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan SPI
Badan Usaha Jasa Perhubungan,
Pariwisata, Kawasan Industri dan
Jasa Lainnya serta Kementerian

SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017

Pelaksanaan monitoring dan Persentase Badan Usaha  100%
evaluasi prioritas nasional pada Jasa Keuangan dan
Badan Usaha Jasa Keuangan danManufaktur pelaksana
Manufaktur (termasuk prioritas nasional yang
pengawasan kredit usaha rakyat) dilakukan monitoring

evaluasi.
Pelaksanaan monitoring dan Persentase surat kepala 100%

evaluasi prioritas nasional pada BPKP kepada Badan Usaha disampaikan
Badan Usaha Jasa Keuangan danpelaksana, menteri
Manufaktur (termasuk penanggungjawab prioritas
pengawasan kredit usaha rakyat) dan KSP, menyampaikan
rekomendasi hasil
pengawasan prioritas
nasional

Pelaksanaan monitoring atas
tindak lanjut rekomendasi hasil ~ rekomendasi yang
pengawasan prioritas nasional  ditindaklanjuti oleh Badan
pada Badan Usaha Jasa Keuanc Usaha Jasa Keuangan dan
dan Manufaktur (termasuk Manufaktur

pengawasan kredit usaha rakyat)

Persentase monitoring atas 100%

Pelaksanaan monitoring dan Persentase Badan Usaha  100%
evaluasi prioritas nasional pada  Jasa Perhubungan,

Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan

Pariwisata, Kawasan Industri dan Industri dan Jasa Lainnya

Jasa Lainnya serta Kementerian serta Kementerian

(termasuk pengawasan atas pelaksana prioritas nasional
program pembangunan yang dilakukan monitoring

kelistrikan 35.000 MW) evaluasi.

DANA 2017

2,000

2,500
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18

Program Prioritas

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

Kegiatan
Prioritas

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

REFORMASI BIROKRASI: BPKP

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembangunan Nasional
Serta Pembinaan
Penyelenggaraan SPI Badan
Usaha Jasa Perhubungan,
Pariwisata, Kawasan Industri
dan Jasa Lainnya serta
Kementerian

Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembangunan Nasional
Serta Pembinaan
Penyelenggaraan SPI Badan
Usaha Jasa Perhubungan,
Pariwisata, Kawasan Industri
dan Jasa Lainnya serta
Kementerian

Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembangunan Nasional
Serta Pembinaan
Penyelenggaraan SPI Badan
Usaha Milik Daerah

Pelaksanaan monitoring dan
evaluasi prioritas nasional pada

Badan Usaha Jasa Perhubungan,
Pariwisata, Kawasan Industri dan

Jasa Lainnya serta Kementerian
(termasuk pengawasan atas

program pembangunan kelistrikan

35.000 MW)

Pelaksanaan monitoring atas
tindak lanjut rekomendasi hasil
pengawasan prioritas nasional
pada Badan Usaha Jasa
Perhubungan, Pariwisata,

Persentase surat kepala BPKP

TARGET 2017

100%

kepada Badan Usaha pelaksana,disampaikan

menteri penanggungjawab
prioritas dan KSP,
menyampaikan rekomendasi
hasil pengawasan prioritas
nasional

Persentase monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti oleh Badan
Usaha Jasa Perhubungan,
Pariwisata, Kawasan Industri

Kawasan Industri dan Jasa Lainnyadan Jasa Lainnya serta

serta Kementerian (termasuk
pengawasan atas program

pembangunan kelistrikan 35.000

MW)

Pelaksanaan monitoring dan
evaluasi prioritas nasional pada
Badan Usaha Milik Daerah
(termasuk pengawasan layanan
RSUD, layanan PDAM dan
pelaksanaan program Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM))

Kementerian

Persentase Badan Usaha Milik
Daerahpelaksana prioritas
nasional yang dilakukan dan
monitoring evaluasi.

100%

100%

DANA 2017
0

2,000
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Program Prioritas

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

Kegiatan
Prioritas

Pengawasan
Yang
Independendan
Profesional

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

REFORMASI BIROKRASI: BPKP

PROGRAM K/L

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

ProgramPengawasan
Intern Akuntabilitas
KeuangarNegaradan
Pembinaan
Penyelenggaraan
SistemPengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

KEGIATAN K/L

Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan
Penyelenggaraan SPI Badan
Usaha Milik Daerah

PengendaliafPelaksanaan
Pengawasaimtern
AkuntabilitasKeuangan
NegaradanPembangunan
Nasional Sert&embinaan
PenyelenggaraaSPBadan
UsahaMilik Daerah

Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan
Penyelenggaraan SPI Badan

SASARAN K/L

Pelaksanaan monitoring dan
evaluasi prioritas nasional
pada Badan Usaha Milik
Daerah (termasuk
pengawasan layanan RSUD,
layanan PDAM dan
pelaksanaan program Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM))

Pelaksanaamonitoringatas
tindaklanjut rekomendasi
hasilpengawasarprioritas
nasionalpadaBadanUsaha
Milik Daerah {ermasuk
pengawasarayananRSUD,
layananPDAMdan
pelaksanaaprogramSistem
PenyediaarAir Minum
(SPAM))

Pelaksanaan monitoring dan
evaluasi prioritas nasional
pada Badan Usaha/Lembaga
Perminyakan dan Gas Bumi
(termasuk pengawasan
terhadap KKKS (Kontrak

Usaha/Lembaga Perminyakan Kerjasama) perminyakan dan

dan Gas Bumi

gas bumi)

INDIKATOR K/L

Persentase surat kepala BPKP 100%
kepada Badan Usaha pelaksana,
menteri penanggungjawab
prioritas dan KSP, menyampaikan
rekomendasi hasil pengawasan

prioritas nasional

Persentaseanonitoringatas 100%
rekomendasyangditindaklanjuti

oleh BadanUsahaMilik Daerah

Persentase Badan Usaha/Lembaga 100%
Perminyakan dan Gas Bumi

pelaksana prioritas nasional yang
dilakukan monitoring evaluasi.

TARGET 2017

disampaikan

DANA 2017

2,000
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Program Prioritas

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

Kegiatan
Prioritas

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

Pengawasan
Yang
Independendan
Profesional

REFORMASI BIROKRASI: BPKP

PROGRAM K/L

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

ProgramPengawasan
Intern Akuntabilitas
KeuangarNegaradan
Pembinaan
Penyelenggaraan
SistemPengendalian
Intern Pemerintah

KEGIATAN K/L

Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta

SASARAN K/L

Pelaksanaan monitoring dan
evaluasi prioritas nasional pada
Badan Usaha/Lembaga
Perminyakan dan Gas Bumi

Pembinaan Penyelenggaraan SPI(termasuk pengawasan terhadap

Badan Usaha/Lembaga
Perminyakan dan Gas Bumi

Pengendalian/Pelaksanaan

KKKS (Kontrak Kerjasama)
perminyakan dan gas bumi)

Pelaksanaan monitoring atas

Pengawasan Intern Akuntabilitas tindak lanjut rekomendasi hasil

Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta

pengawasan prioritas nasional
pada Badan Usaha/Lembaga

Pembinaan Penyelenggaraan SPIPerminyakan dan Gas Bumi

Badan Usaha/Lembaga
Perminyakan dan Gas Bumi

Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan
SPIP Kementerian/Lembaga
Bidang Industri dan Distribusi

PengendaliafPelaksanaan
Pengawasaintern Akuntabilitas
KeuangarNegaradan
Pembangunan Nasional Serta
PembinaarPenyelenggaraan
SPIKementeriaiLembaga
Bidanglndustridan Distribusi

(termasuk pengawasan terhadap
KKKS (Kontrak Kerjasama)
perminyakan dan gas bumi)

Pelaksanaamonitoringdan
evaluasprioritasnasional
infrastrukturdanperhubungardi
K/L

Pelaksanaamonitoringdan
evaluasprioritasnasional
infrastrukturdanperhubungardi
K/L

INDIKATOR K/L

Persentase surat kepala BPKP  100%

kepada Badan Usaha pelaksana, disampaikan

menteri penanggungjawab
prioritas dan KSP,
menyampaikan rekomendasi
hasil pengawasan prioritas
nasional

Persentasemonitoringatas 100%
rekomendasyang

ditindaklanjutioleh Badan
Usahal.embagaPerminyakan

danGasBumi

Persentase K/L pelaksana 100%
prioritas nasional infrastruktur

dan perhubungan yang

dilakukan monitoring dan

evaluasi

PersentasesuratkepalaBPKP 100%
kepadaK/L pelaksanamenteri
penanggungjawabprioritasdan
KSPmenyampaikan
rekomendashasilpengawasan
prioritasnasional

disampaikan

TARGET 2017] DANA 2017

3,000



REFORMASI BIROKRASI: BPKP

Program Prioritas Kegiatan PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 | DANA 2017
Prioritas
26  Peningkatan Disiplin Pengawasan ProgramPengawasan Pengendalian/Pelaksanaan Pelaksanaan monitoring Persentase monitoring atas 100% 0
dan Pengawasan Yang Intern Akuntabilitas Pengawasan Intern Akuntabilitas atas tindak lanjut rekomendasi yang ditindaklanjuti
Kinerja dan Independen dan KeuangarNegaradan  Keuangan Negara dan rekomendasi hasil oleh K/L
Administrasi Keuangan Profesional Pembinaan Pembangunan Nasional Serta ~ pengawasan prioritas

nasional infrastruktur dan
perhubungan di K/L

Penyelenggaraan
SistemPengendalian
Intern Pemerintah

Pembinaan Penyelenggaraan
SPIP Kementerian/Lembaga
Bidang Industri dan Distribusi

27  Peningkatan Disiplin Pengawasan ProgramPengawasan Pengendalian/Pelaksanaan Pelaksanaan audit dan Persentase K/L pelaksana prioritas 100% 3,000
dan Pengawasan Yang Intern Akuntabilitas Pengawasan Intern Akuntabilitas monitoring evaluasi nasional bidang pendidikan dan
Kinerja dan Independen dan KeuangarNegaradan  Keuangan Negara dan prioritas nasional bidang perlindungan sosial, serta
Administrasi Keuangan Profesional Pembinaan Pembangunan Nasional Serta  pendidikan dan kesehatan yang dilakukan audit
Penyelenggaraan Pembinaan Penyelenggaraan perlindungan sosial, serta  dan monitoring evaluasi.
SistemPengendalian ~ SPIP Kementerian/Lembaga kesehatan di K/L
Intern Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat
28  PeningkatarDisiplin Pengawasan Program Pengawasan Pengendalian/Pelaksanaan Pelaksanaan audit dan Persentase surat kepala BPKP 100% 0
danPengawasan Yang Intern Akuntabilitas Pengawasan Intern Akuntabilitas monitoring evaluasi kepada K/L pelaksana, menteri disampaikan
Kinerjadan Independen dan Keuangan Negara dan Keuangan Negara dan prioritas nasional bidang penanggungjawab prioritas dan
AdministrasKeuangan Profesional Pembinaan Pembangunan Nasional Serta ~ pendidikan dan KSP, menyampaikan rekomendasi
Penyelenggaraan Pembinaan Penyelenggaraan perlindungan sosial, serta  hasil pengawasan prioritas
Sistem Pengendalian SPIP Kementerian/Lembaga kesehatan di K/L nasional
Intern Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat
29  PeningkatarDisiplin Pengawasan ProgramPengawasan PengendaliafPelaksanaan Pelaksanaan monitoring Persentase monitoring atas 100% 0
danPengawasan Yang Intern Akuntabilitas Pengawasamtern Akuntabilitas  atas tindak lanjut rekomendasi yang ditindaklanjuti
Kinerjadan Independendan  KeuangarNegaradan  KeuangarNegaradan rekomendasi hasil oleh K/L
AdministrasKeuangan Profesional Pembinaan Pembangunan Nasional Serta ~ pengawasan prioritas

Penyelenggaraan
SistemPengendalian
Intern Pemerintah

PembinaarPenyelenggaraan
SPIKementeriaiLembaga
BidangKesejahteraamRakyat

nasional bidang pendidikan
dan perlindungan sosial,
serta kesehatan di K/L
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Program Prioritas

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Kegiatan
Prioritas

Pengawasan
Yang
Independendan
Profesional

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

REFORMASI BIROKRASI: BPKP

PROGRAM K/L

ProgramPengawasan
Intern Akuntabilitas
KeuangarNegaradan
Pembinaan
Penyelenggaraan
SistemPengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

KEGIATAN K/L SASARAN K/L

PengendaliafPelaksanaa
n Pengawasaintern
Akuntabilitaskeuangan
NegaradanPembangunan
Nasional Sert&embinaan
Penyelenggaraa8SPIP
KementeriariLembaga
BidangPerekonomian
Lainnya

Pelaksanaamonitoring
danevaluasprioritas
nasionabidangpariwisata

Pengendalian/Pelaksanaa
n Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga
Bidang Perekonomian
Lainnya

Pelaksanaan monitoring
dan evaluasi prioritas
nasional bidang pariwisata

Pengendalian/Pelaksanaa
n Pengawasan Intern atastindaklanjut
Akuntabilitas Keuangan rekomendashasil

Negara dan Pembangunan pengawasarprioritas
Nasional Serta Pembinaan nasionabidangpariwisata
Penyelenggaraan SPIP

Kementerian/Lembaga

Bidang Perekonomian

Lainnya

Pelaksanaamonitoring

INDIKATOR K/L TARGET 2017

Persentasé/L pelaksangrioritas 100%
nasionabidangpariwisatayang
dilakukanmonitoringdanevaluasi

Persentase surat kepala BPKP 100%disampaikan

kepada K/L pelaksana, menteri
penanggungjawab prioritas dan
KSP, menyampaikan rekomendasi
hasil pengawasan prioritas nasional

Persentase monitoring atas 100%
rekomendasi yang ditindaklanjuti

oleh K/L

DANA 2017

2,000
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Program Prioritas

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Kegiatan
Prioritas

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

REFORMASI BIROKRASI: BPKP

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L

Program Pengawasan Pengendalian/Pelaksanaan
Intern Akuntabilitas Pengawasan Intern
Keuangan Negara dan Akuntabilitas Keuangan
Pembinaan Negara dan Pembangunan
Penyelenggaraan Nasional Serta Pembinaan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Kegiatan yang Dibiayai Dari
Pinjaman dan Bantuan Luar
Negeri

Program Pengawasan Pengendalian/Pelaksanaan
Intern Akuntabilitas Pengawasan Intern
Keuangan Negara dan Akuntabilitas Keuangan
Pembinaan Negara dan Pembangunan
Penyelenggaraan Nasional Serta Pembinaan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Kegiatan yang Dibiayai Dari
Pinjaman dan Bantuan Luar
Negeri

Program Pengawasan Pengendalian/Pelaksanaan
Intern Akuntabilitas Pengawasan Intern
Keuangan Negara dan Akuntabilitas Keuangan
Pembinaan Negara dan Pembangunan
Penyelenggaraan Nasional Serta Pembinaan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Kegiatan yang Dibiayai Dari
Pinjaman dan Bantuan Luar
Negeri

Penyelenggaraan SPIP pada

Penyelenggaraan SPIP pada

SASARAN K/L

Pelaksanaan audit
kegiatan yang dibiayai
Pinjaman dan Bantuan
Luar Negeri

Pelaksanaan audit
kegiatan yang dibiayai
Pinjaman dan Bantuan
Luar Negeri

Pelaksanaamonitoring
atastindak lanjut
rekomendashasil
pengawasarkegiatan
yangdibiayaiPinjaman

Penyelenggaraan SPIP padadanBantuanLuarNegeri

INDIKATOR K/L TARGET 2017

Persentase K/L pelaksana kegiatan 100%
yang dibiayai Pinjaman dan Bantuz
Luar Negeri yang dilakukan audit.

Persentase surat kepala BPKP 100% disampaikan
kepada K/L pelaksana dan KSP,
menyampaikan rekomendasi hasil

pengawasan program prioritas

Persentase monitoring atas 100%

rekomendasi yang ditindaklanjuti.

DANA 2017

2,000
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Program Prioritas

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

Kegiatan
Prioritas

Pengawasan
Yang
Independendan
Profesional

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

REFORMASI BIROKRASI: BPKP

PROGRAM K/L

ProgramPengawasan
Intern Akuntabilitas
KeuangariNegaradan
Pembinaan
Penyelenggaraan
SistemPengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

KEGIATAN K/L

PengendaliafPelaksanaan
Pengawasaimtern
AkuntabilitasKeuangan
Negaradan Pembangunan
Nasional Sert&embinaan
PenyelenggaraaSPIP
KementeriariLembaga
BidangProduksdan Sumber
DayaAlam

Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga
Bidang Produksi dan Sumber
Daya Alam

Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga
Bidang Produksi dan Sumber
Daya Alam

SASARAN K/L

Pelaksanaamonitoringdan
evaluasprioritasnasional
bidangketahananpangan
kemaritimandanketahanan
energidi K/L

Pelaksanaan monitoring dan
evaluasi prioritas nasional
bidang ketahanan pangan,
kemaritiman dan ketahanan
energi di K/L

Pelaksanaan monitoring atas
tindak lanjut rekomendasi hasil
pengawasan prioritas nasional
bidang ketahanan pangan,
kemaritiman dan ketahanan
energi di K/L

INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

Persentasé/L pelaksana 100%
prioritasnasionabidang
ketahanarpangan kemaritiman
danketahananenergiyang

dilakukanmonitoringevaluasi

2,500

Persentase surat kepala BPKP  100% disampaikan 0
kepada K/L pelaksana, menteri

penanggungjawab prioritas dan

KSP, menyampaikan

rekomendasi hasil pengawasan

prioritas nasional

Persentase monitoring atas 100% 0
rekomendasi yang

ditindaklanjuti oleh K/L
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Program Prioritas

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

Kegiatan
Prioritas

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

Pengawasan
Yang
Independen dan
Profesional

Peningkatan

Akuntabilitas
Keuangardan
Kinerja

REFORMASI BIROKRASI: BPKP

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Pelaksanaan Pengawasan

Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Pelaksanaan Pengawasan

Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Pelaksanaan Pengawasan

Negara dan Pembangunan
Nasional Serta Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP

ProgramPengawasan PengendaliafPelaksanaan
Intern Akuntabilitas Pengawasaintern
KeuangarNegaradan  AkuntabilitagKeuangan
Pembinaan Negaradan Pembangunan
Penyelenggaraan Nasional Sert®embinaan
SistemPengendalian ~ PenyelenggaraaBPBadan
Intern Pemerintah UsahaAgrobisnisJasa

KonstruksidanPerdagangan

Intern Akuntabilitas Keuangan

Intern Akuntabilitas Keuangan

SASARAN K/L

Pelaksanaan monitoring evaluasi
atas program prioritas yang
dilaksanakan di daerah
(Termasuk hasil pengawasan
dana desa)

Pelaksanaan monitoring evaluasi
atas program prioritas yang
dilaksanakan di daerah
(Termasuk hasil pengawasan
dana desa)

Pelaksanaan monitoring

Intern Akuntabilitas Keuangan terhadap tindaklanjut

rekomendasi hasil pengawasan
program prioritas yang
dilaksanakan di daerah
(Termasuk hasil pengawasan
dana desa)

Pelaksanaaasistensdan
penilaianuntuk peningkatkan
levelmaturitaspenyelenggaraan
SPBadanUsahaAgrobisnisJasa
KonstruksidanPerdagangan

Persentase Pemda dan 100%
perwakilan K/L pelaksana

program prioritas di daerah

yang dilakukan monitoring

evaluasi

Persentase surat kepala
perwakilan BPKP kepada Pemda
pelaksana, BPKP pusat, KSP dan
menteri penanggungjawab
prioritas, menyampaikan
rekomendasi hasil pengawasan
program prioritas

100% disampaikan

Persentase monitoring atas 100%
rekomendasi hasil pengawasan

yang ditindaklanjuti oleh Pemda

dan perwakilan K/L pelaksana

program prioritas

Persentasé3adanusahayang 100%
diberikanasistensdandinilai
maturitaspenyelenggaraasPlI
BadanUsahaAgrobisnisJasa

KonstruksidanPerdagangan

INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

65,000

0

500



REFORMASI BIROKRASI: BPKP

Program Prioritas Kegiatan PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017
Prioritas
43  Peningkatan Disiplin Peningkatan Program Pengawasan Pengendalian/Pelaksanaa Pelaksanaan monitoring Persentase monitoring atas 100% 0
dan Pengawasan Akuntabilitas Intern Akuntabilitas n Pengawasan Intern atas tindak lanjut rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh
Kinerja dan Keuangan dan Keuangan Negara dan Akuntabilitas Keuangan = rekomendasi peningkatkan Badan Usaha Agrobisnis, Jasa
Administrasi Keuangan Kinerja Pembinaan Negara dan level maturitas Konstruksi, dan Perdagangan
Penyelenggaraan Pembangunan Nasional penyelenggaraan SPI
Sistem Pengendalian Serta Pembinaan Badan Usaha Agrobisnis,
Intern Pemerintah Penyelenggaraan SPI Jasa Konstruksi, dan

Badan Usaha Agrobisnis, Perdagangan
Jasa Konstruksi, dan

Perdagangan
44  Peningkatan Disiplin Peningkatan Program Pengawasan Pengendalian/Pelaksanaa Pelaksanaan asistensi dan Persentase Badan usaha yang diberikan 100% 500

dan Pengawasan Akuntabilitas Intern Akuntabilitas n Pengawasan Intern penilaian untuk asistensi dan dinilai maturitas
Kinerja dan Keuangan dan Keuangan Negara dan Akuntabilitas Keuangan  peningkatkan level penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa
Administrasi Keuangan Kinerja Pembinaan Negara dan maturitas penyelenggaraan Keuangan dan Manufaktur

Penyelenggaraan Pembangunan Nasional = SPI Badan Usaha Jasa

Sistem Pengendalian Serta Pembinaan Keuangan dan Manufaktur

Intern Pemerintah Penyelenggaraan SPI

Badan Usaha Jasa
Keuangan dan

Manufaktur
45  PeningkatarDisiplin Peningkatan Program Pengawasan Pengendalian/Pelaksanaa Pelaksanaan monitoring Persentasenonitoringatas 100% 0

danPengawasan Akuntabilitas Intern Akuntabilitas n Pengawasan Intern atas tindak lanjut rekomendasyangditindaklanjutioleh
Kinerjadan Keuangan dan Keuangan Negara dan Akuntabilitas Keuangan rekomendasi peningkatkan BadanUsahalasaKeuangardan
AdministrasKeuangan Kinerja Pembinaan Negara dan level maturitas Manufaktur

Penyelenggaraan Pembangunan Nasional penyelenggaraan SPI

Sistem Pengendalian Serta Pembinaan Badan Usaha Jasa

Intern Pemerintah Penyelenggaraan SPI Keuangan dan Manufaktur

Badan Usaha Jasa
Keuangan dan
Manufaktur



46

47

48

49

Program Prioritas

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Kegiatan
Prioritas

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

REFORMASI BIROKRASI: BPKP

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan SPI
Badan Usaha Jasa Perhubungan,
Pariwisata, Kawasan Industri dan
Jasa Lainnya serta Kementerian

Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan SPI
Badan Usaha Jasa Perhubungan,
Pariwisata, Kawasan Industri dan
Jasa Lainnya serta Kementerian

Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan SPI
Badan Usaha Milik Daerah

Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan SPI
Badan Usaha Milik Daerah

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017

100%

Pelaksanaan asistensi dan
penilaian untuk peningkatkan
level maturitas
penyelenggaraan SPI Badan
Usaha Jasa Perhubungan,
Pariwisata, Kawasan Industri
dan Jasa Lainnya serta
Kementerian

Pelaksanaan monitoring atas
tindak lanjut rekomendasi
peningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPI| Badan
Usaha Jasa Perhubungan,
Pariwisata, Kawasan Industri
dan Jasa Lainnya serta
Kementerian

Pelaksanaan asistensi dan
penilaian untuk peningkatkan
level maturitas
penyelenggaraan SPI Badan
Usaha Milik Daerah

Pelaksanaan monitoring atas
tindak lanjut rekomendasi
peningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPI Badan
Usaha Milik Daerah

Persentase Badan usaha yang 500
diberikan asistensi dan dinilai

maturitas penyelenggaraan SPI

Badan Usaha Jasa Perhubungan,

Pariwisata, Kawasan Industri dan

Jasa Lainnya serta Kementerian

Persentase monitoring atas 100% 0
rekomendasi yang ditindaklanjuti

oleh SPI Badan Usaha Jasa

Perhubungan, Pariwisata,

Kawasan Industri dan Jasa

Lainnya serta Kementerian

Persentase Badan usahayang 10% 500
diberikan asistensi dan dinilai
maturitas penyelenggaraan SPI

Badan Usaha Milik Daerah

Persentase monitoring atas 100% 0
rekomendasi yang ditindaklanjuti
oleh SPI Badan Usaha Milik

Daerah

DANA 2017



REFORMASBIROKRASI:

Program Prioritas Kegiatan PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017
Prioritas

50 Peningkatan Disiplin Peningkatan Program Pengawasan Pengendalian/Pelaksanaan Pelaksanaan asistensi dan  Persentase Badan usahayang 100% 500
dan Pengawasan Akuntabilitas Intern Akuntabilitas Pengawasan Intern Akuntabilitas penilaian untuk diberikan asistensi dan dinilai
Kinerja dan Keuangan dan Keuangan Negara dan Keuangan Negara dan peningkatkan level maturitas maturitas penyelenggaraan SPI
Administrasi Keuangan Kinerja Pembinaan Pembangunan Nasional Serta penyelenggaraan SPI Badan Badan Usaha/Lembaga
Penyelenggaraan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Usaha/Lembaga Perminyakan dan Gas Bumi
Sistem Pengendalian Badan Usaha/Lembaga Perminyakan dan Gas Bumi
Intern Pemerintah Perminyakan dan Gas Bumi
51 Peningkatan Disiplin Peningkatan Program Pengawasan Pengendalian/Pelaksanaan Pelaksanaan monitoring atas Persentase monitoring atas 100% 0
dan Pengawasan Akuntabilitas Intern Akuntabilitas Pengawasan Intern Akuntabilitas tindak lanjut rekomendasi rekomendasi yang ditindaklanjuti
Kinerja dan Keuangan dan Keuangan Negara dan Keuangan Negara dan peningkatkan level maturitas oleh Badan Usaha/Lembaga
Administrasi Keuangan Kinerja Pembinaan Pembangunan Nasional Serta penyelenggaraan SPI Badan Perminyakan dan Gas Bumi
Penyelenggaraan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Usaha/Lembaga
Sistem Pengendalian Badan Usaha/Lembaga Perminyakan dan Gas Bumi
Intern Pemerintah Perminyakan dan Gas Bumi
52 Peningkatan Disiplin Peningkatan Program Pengawasan Pengendalian/Pelaksanaan Pelaksanaan asistensi dan ~ Jumlah K/L yang diberikan 6 K/L (Kemenko 500
dan Pengawasan Akuntabilitas Intern Akuntabilitas Pengawasan Intern Akuntabilitas penilaian untuk asistensi dan dinilai maturitas perekonomian,
Kinerja dan Keuangardan Keuangan Negara dan Keuangan Negara dan peningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP Bappenas,
Administrasi Keuangan Kinerja Pembinaan Pembangunan Nasional Serta penyelenggaraan SPIP K/L PPATK,
Penyelenggaraan Pembinaan Penyelenggaraan SPIPBidang Fiskal dan Investasi Kemenkeu,
Sistem Pengendalian Kementerian/Lembaga Bidang LKPP, BKPM)
Intern Pemerintah Fiskal dan Investasi
53 Peningkatan Disiplin Peningkatan Program Pengawasan Pengendalian/Pelaksanaan Pelaksanaamonitoringatas  Persentasenonitoringatas 100% 0
dan Pengawasan Akuntabilitas Intern Akuntabilitas Pengawasan Intern Akuntabilitas tindaklanjutrekomendasi rekomendasyangditindaklanjuti
Kinerja dan Keuangan dan Keuangan Negara dan Keuangan Negara dan peningkatkarlevelmaturitas  oleh K/L
Administrasi Keuangan Kinerja Pembinaan Pembangunan Nasional Serta penyelenggaraa®PIP
Penyelenggaraan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Sistem Pengendalian  Kementerian/Lembaga Bidang
Intern Pemerintah Fiskal dan Investasi



REFORMASI BIROKRASI:

54

55

56

57

Program Prioritas

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Kegiatan
Prioritas

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan

Pengawasan Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan
SPIP Kementerian/Lembaga
Bidang Fiskal dan Investasi

Pengendalian/Pelaksanaan

Pengawasan Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan
SPIP Kementerian/Lembaga
Bidang Fiskal dan Investasi

Pengendalian/Pelaksanaan

Pengawasan Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan
SPIP Kementerian/Lembaga
Bidang Industri dan Distribusi

Pengendalian/Pelaksanaan

Pengawasan Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan
SPIP Kementerian/Lembaga
Bidang Industri dan Distribusi

Pelaksanaan Bimtek dan
penilaian kapabilitas APIP
K/L Bidang Fiskal dan
Investasi

Pelaksanaan monitoring
atas tindak lanjut
rekomendasi
peningkatan kapabilitas
APIP

Pelaksanaan asistensi
dan penilaian untuk
meningkatkan level
maturitas
penyelenggaraan SPIP
K/L Bidang Industri dan
Distribusi

Pelaksanaan monitoring
atas tindak lanjut
rekomendasi
peningkatkan level
maturitas
penyelenggaraan SPIP

Jumlah K/L yang diberikan
Bimtek dan dinilai kapabilitas
APIP

Persentase monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti oleh K/L

Jumlah K/L yang diberikan
asistensi dan dinilai maturitas
penyelenggaraan SPIP

Persentase monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti oleh K/L

TARGET 2017

6 K/L (Kemenko 300
perekonomian,

Bappenas, PPATK,
Kemenkeu, LKPP,

BKPM)

100% 0

3 K/L (Kemendag, 300

Kemenperin, BMKG)

100% 0

DANA 2017



58

59

60

61

REFORMASI BIROKRASI:

Program Prioritas

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Kegiatan
Prioritas

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L

JumlahK/L yangliberikan
Bimtekdandinilaikapabilitas
APIP

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan

Pengawasan Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan
SPIP Kementerian/Lembaga
Bidang Industri dan Distribusi

Pengendalian/Pelaksanaan

Pengawasan Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan
SPIP Kementerian/Lembaga
Bidang Industri dan Distribusi

Pengendalian/Pelaksanaan

Pengawasan Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan
SPIP Kementerian/Lembaga
Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pengendalian/Pelaksanaan

Pengawasan Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan
SPIP Kementerian/Lembaga
Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pelaksanaan Bimtek dan
penilaian kapabilitas APIP
K/L Bidang Industri dan
Distribusi

Pelaksanaan monitoring
atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatan
kapabilitas APIP

Pelaksanaan asistensi dan
penilaian untuk
meningkatkan level
maturitas penyelenggaraan
SPIP K/L Bidang
Kesejahteraan Rakyat

Pelaksanaan monitoring
atas tindak lanjut
rekomendasi peningkatkan
level maturitas
penyelenggaraan SPIP

Persentase monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti oleh K/L

Jumlah K/L yang diberikan
asistensi dan dinilai maturitas
penyelenggaraan SPIP

Persentase monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti oleh K/L

TARGET 2017

4 K/L (Kementerian 250
ATR/BPN, Kemendag,

BMKG, Kemenhub)

100% 0

7 K/L (Kemendikbud, 450
Kemenristekdikti,
Kemenag, Kemensos,
BNPB, BATAN dan

BPOM)

100% 0

DANA 2017



62

63

64

65

REFORMASBIROKRASI:

Program Prioritas

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Kegiatan
Prioritas

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

PROGRAM K/L

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

KEGIATAN K/L

Pengendalian/Pelaksanaan

Pengawasan Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Kementerian/Lembaga Bidang
Kesejahteraan Rakyat

Pengendalian/Pelaksanaan

Pengawasan Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Kementerian/Lembaga Bidang
Kesejahteraan Rakyat

Pengendalian/Pelaksanaan

Pengawasan Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Kementerian/Lembaga Bidang

Penegakan Hukum dan Sekretariat

Lembaga Tinggi Negara

Pengendalian/Pelaksanaan

Pengawasan Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta

SASARAN K/L INDIKATOR K/L

Pelaksanaan Bimtek dan
penilaian kapabilitas APIP
K/L Bidang Kesejahteraan
Rakyat

Bimtek dan dinilai
kapabilitas APIP

Pelaksanaan monitoring ata: Persentase monitoring
tindak lanjut rekomendasi atas rekomendasi yang
peningkatan kapabilitas APIP ditindaklanjuti oleh K/L

Pelaksanaan asistensi dan
penilaian untuk
meningkatkan level
maturitas penyelenggaraan
SPIP K/L Bidang Penegakan
Hukum dan Sekretariat
Lembaga Tinggi Negara

asistensi dan dinilai
maturitas
penyelenggaraan SPIP

Pelaksanaan monitoring ata: Persentase monitoring
tindak lanjut rekomendasi atas rekomendasi yang
peningkatkan level ditindaklanjuti oleh K/L
maturitas penyelenggaraan

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP SPIP

Kementerian/Lembaga Bidang

Penegakan Hukum dan Sekretariat

Lembaga Tinggi Negara

Jumlah K/L yang diberikan 9 K/L (Kemendikbud,

Jumlah K/L yang diberikan

TARGET 2017

300
Kemenristekdikti,

Kemenag, Kemensos,
BNPB, BPOM, BATAN,

BIG, dan Kemenko

PMK)

100% 0

5 K/L (Kementerian 400
Hukum dan HAM, DPR,

DPD, KY, dan MK)

100% 0

DANA 2017



66

67

68

69

Program Prioritas

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

REFORMASBIROKRASI:

Kegiatan
Prioritas

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang
Penegakan Hukum dan Sekretariat
Lembaga Tinggi Negara

Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang
Penegakan Hukum dan Sekretariat
Lembaga Tinggi Negara

Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang
Perekonomian Lainnya

Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang
Perekonomian Lainnya

Pelaksanaan Bimtek dan

penilaian kapabilitas APIP

Jumlah K/L yang
diberikan Bimtek dan

K/LBidang Penegakan Hukum dinilai kapabilitas APIP

dan Sekretariat Lembaga

Tinggi Negara

Pelaksanaan monitoring atas
tindak lanjut rekomendasi
peningkatan kapabilitas APIP

Pelaksanaan asistensi dan

penilaian untuk

meningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP K/L

Bidang Perekonomian
Lainnya

Pelaksanaan monitoring atas
tindak lanjut rekomendasi
peningkatkan level maturitas

penyelenggaraan SPIP

Persentase monitoring
atas rekomendasi yang
ditindaklanjuti oleh K/L

Jumlah K/L yang
diberikan asistensi dan
dinilai maturitas
penyelenggaraan SPIP

Persentase monitoring
atas rekomendasi yang
ditindaklanjuti oleh K/L

TARGET 2017 DANA 2017

5 K/L (Kementerian 250
Hukum dan HAM, DPR,

DPD, KY, dan MK)

100% 0

6 K/L (Kemenpar, 500
Kementerian
Ketenagakerjaan,

BNP2TKI, BPS, BP

Batam, BeKraf)

100% 0



70

71

72

73

REFORMASI BIROKRASI:

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L

Program Prioritas

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Kegiatan
Prioritas

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan Pelaksanaan Bimtek dan
Pengawasan Intern Akuntabilitas penilaian kapabilitas APIP
Keuangan Negara dan K/L Bidang Perekonomian
Pembangunan Nasional Serta Lainnya

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Kementerian/Lembaga Bidang

Perekonomian Lainnya

Pengendalian/Pelaksanaan Pelaksanaan monitoring
Pengawasan Intern Akuntabilitas atas tindak lanjut
Keuangan Negara dan rekomendasi peningkatan
Pembangunan Nasional Serta kapabilitas APIP
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Kementerian/Lembaga Bidang

Perekonomian Lainnya

Pengendalian/Pelaksanaan Pelaksanaan asistensi dan
Pengawasan Intern Akuntabilitas penilaian untuk

Keuangan Negara dan meningkatkan level
Pembangunan Nasional Serta
Kementerian/Lembaga Bidang dan Keamanan
Pertahanan dan Keamanan

Pengendalian/Pelaksanaan Pelaksanaan monitoring
Pengawasan Intern Akuntabilitas atas tindak lanjut
Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta level maturitas
Pembinaan Penyelenggaraan SPImenyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang

Pertahanan dan Keamanan

Jumlah K/L yang diberikan
Bimtek dan dinilai
kapabilitas APIP

Persentase monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti oleh K/L

Jumlah K/L yang diberikan
asistensi dan dinilai
maturitas penyelenggaraan

maturitas penyelenggaraan SPIP
Pembinaan Penyelenggaraan SPIFSPIP K/L Bidang Pertahanan

Persentase monitoring atas
rekomendasi yang

rekomendasi peningkatkan ditindaklanjuti oleh K/L

TARGET 2017

6 K/L (Kemenpar, 250
Kementerian
Ketenagakerjaan,

BNP2TKI, BPS, BP

Batam, BeKraf)

100% 0

6 K/L (Kemenhan, 450
Kemenkes, Kemen

Kominfo, Lemhanas,
Perpustakaan Nasional,

BKKBN)

100% 0

DANA 2017



REFORMASBIROKRASI:

Program Prioritas Kegiatan TARGET 2017

Prioritas

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L

Program Pengawasan Pengendalian/Pelaksanaan Pelaksanaan Bimtek dan Jumlah K/L yang diberikan 6 K/L (Kemenhan,
Intern Akuntabilitas Pengawasan Intern Akuntabilitas penilaian kapabilitas APIP K/L Bimtek dan dinilai Kemenkes, Kemen
Keuangan Negara dan Keuangan Negara dan Bidang Pertahanan dan kapabilitas APIP Kominfo, Lemhanas,

DANA 2017
300

74  Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan

Administrasi Keuangan Kinerja Pembinaan Pembangunan Nasional Serta ~ Keamanan Perpustakaan Nasional,
Penyelenggaraan Pembinaan Penyelenggaraan BKKBN)
Sistem Pengendalian  SPIP Kementerian/Lembaga
Intern Pemerintah Bidang Pertahanan dan
Keamanan
75  PeningkatarDisiplin Peningkatan Program Pengawasan Pengendalian/Pelaksanaan Pelaksanaan monitoring atas Persentase monitoring 100% 0

Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

Intern Akuntabilitas Pengawasan Intern Akuntabilitas tindak lanjut rekomendasi
Keuangan Negara dan Keuangan Negara dan peningkatan kapabilitas APIP
Pembinaan Pembangunan Nasional Serta

Penyelenggaraan Pembinaan Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian  SPIP Kementerian/Lembaga

atas rekomendasi yang
ditindaklanjuti oleh K/L

Intern Pemerintah

Bidang Pertahanan dan
Keamanan

76 Peningkatan Disiplin Peningkatan Program Pengawasan Pengendalian/Pelaksanaan Pelaksanaan asistensi dan Jumlah K/L yang diberikan 9 K/L (Setkab, LAN, 450
dan Pengawasan Akuntabilitas Intern Akuntabilitas Pengawasan Intern Akuntabilitas penilaian untuk meningkatkan asistensi dan dinilai Kemenlu, Kemenpan
Kinerja dan Keuangan dan Keuangan Negara dan Keuangan Negara dan level maturitas maturitas dan RB, BKN,
Administrasi Keuangan Kinerja Pembinaan Pembangunan Nasional Serta  penyelenggaraan SPIP K/L penyelenggaraan SPIP Kemendes PDTT,
Penyelenggaraan Pembinaan Penyelenggaraan Bidang Polsoskam Lainnya Setneg, ANRI, LPSK)
Sistem Pengendalian  SPIP Kementerian/Lembaga
Intern Pemerintah Bidang Polsoskam Lainnya
77 Peningkatan Disiplin Peningkatan Program Pengawasan Pengendalian/Pelaksanaan Pelaksanaan monitoring atas Persentase monitoring 100% 0

Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Intern Akuntabilitas Pengawasan Intern Akuntabilitas tindak lanjut rekomendasi
Keuangan Negara dan Keuangan Negara dan peningkatkan level maturitas
Pembinaan Pembangunan Nasional Serta  penyelenggaraan SPIP
Penyelenggaraan Pembinaan Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian ~ SPIP Kementerian/Lembaga

Intern Pemerintah Bidang Polsoskam Lainnya

atas rekomendasi yang
ditindaklanjuti oleh K/L



REFORMASI BIROKRASI:

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L

78

79

80

81

Program Prioritas

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Kegiatan
Prioritas

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan Pelaksanaan monitoring
Pengawasan Intern Akuntabilitas atas tindak lanjut
Keuangan Negara dan rekomendasi peningkatan
Pembangunan Nasional Serta kapabilitas APIP
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Kementerian/Lembaga Bidang

Polsoskam Lainnya

Persentase monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti oleh K/L

Pengendalian/Pelaksanaan Pelaksanaan Bimtek dan
Pengawasan Intern Akuntabilitas penilaian kapabilitas APIP
Keuangan Negara dan K/L Bidang Polsoskam
Pembangunan Nasional Serta Lainnya

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Kementerian/Lembaga Bidang

Polsoskam Lainnya

Jumlah K/L yang diberikan
Bimtek dan dinilai kapabilitas
APIP

Pengendalian/Pelaksanaan Pelaksanaan asistensi dan Jumlah K/L yang diberikan
Pengawasan Intern Akuntabilitas penilaian untuk asistensi dan dinilai maturitas
Keuangan Negara dan meningkatkan level penyelenggaraan SPIP
Pembangunan Nasional Serta maturitas

Pembinaan Penyelenggaraan SPIRenyelenggaraan SPIP K/L

Kementerian/Lembaga Bidang Bidang Produksi dan

Produksi dan Sumber Daya Alam Sumber Daya Alam

Pengendalian/Pelaksanaan Pelaksanaan monitoring
Pengawasan Intern Akuntabilitas atas tindak lanjut
Keuangan Negara dan rekomendasi
Pembangunan Nasional Serta peningkatkan level
Pembinaan Penyelenggaraan SPIAmaturitas
Kementerian/Lembaga Bidang penyelenggaraan SPIP
Produksi dan Sumber Daya Alam

Persentase monitoring atas
rekomendasi yang
ditindaklanjuti oleh K/L

6 K/L (LAN, Kemenlu,
Kemenpan dan RB,
Kemendes PDTT,
Setneg, ANRI)

5 K/L (Kementan,
Kementerian ESDM,
Kemen LHK, Kemenko
Maritim, Kemen KP)

TARGET 2017

100% 0

250

400

100% 0

DANA 2017



82

83

84

85

Program Prioritas

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

REFORMASBIROKRASI:

Kegiatan
Prioritas

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Peningkatan

Akuntabilitas
Keuangardan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah

Pelaksanaan Bimtek dan
penilaian kapabilitas APIP K/L
Bidang Produksi dan Sumber
Daya Alam

Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang
Produksi dan Sumber Daya Alam

Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Kementerian/Lembaga Bidang
Produksi dan Sumber Daya Alam

Pelaksanaan monitoring atas
tindak lanjut rekomendasi
peningkatan kapabilitas APIP

Pelaksanaan Pengawasan Intern ~ Pelaksanaan asistensi dan

Akuntabilitas Keuangan Negara dan penilaian untuk meningkatkan

Pembangunan Nasional Serta level maturitas

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP penyelenggaraan SPIP di
Pemda

Pelaksanaan Pengawasan Intern  Pelaksanaan monitoring atas
Akuntabilitas Keuangan Negara dan tindak lanjut rekomendasi
Pembangunan Nasional Serta peningkatkan level maturitas
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP penyelenggaraan SPIP

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L

Jumlah K/L yang
diberikan Bimtek dan
dinilai kapabilitas APIP

Persentase monitoring
atas rekomendasi yang
ditindaklanjuti oleh

K/L

Persentase Pemda
yang diberikan
asistensi dan dinilai
maturitas
penyelenggaraan SPIP

Persentase monitoring
atas rekomendasi yang
ditindaklanjuti oleh
Pemda

TARGET 2017

5 K/L (Kementan,
Kementerian ESDM,
Kemen LHK,
Kemenko Maritim,
Kemen KP)

100%

100%

100%

DANA 2017
300

31,657



86

87

REFORMASI BIROKRASI: BPKP

Program Prioritas

PeningkatarDisiplin
danPengawasan
Kinerjadan
AdministrasKeuangan

Peningkatan Disiplin
dan Pengawasan
Kinerja dan
Administrasi Keuangan

Kegiatan
Prioritas

Peningkatan

Akuntabilitas
Keuangardan
Kinerja

Peningkatan
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017

Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Bimtek dan Persentase Pemda yang diberikan 100%
Intern Akuntabilitas penilaian kapabilitas APIP di Bimtek dan dinilai kapabilitas APIP
Keuangan Negara dan Pemda

Pembangunan Nasional

Serta Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP

ProgramPengawasan
Intern Akuntabilitas
KeuangarNegaradan
Pembinaan
Penyelenggaraan
SistemPengendalian
Intern Pemerintah

Program Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan monitoring Persentase monitoring atas 100%
Intern Akuntabilitas atas tindak lanjut rekomendasi yang ditindaklanjuti
Keuangan Negara dan rekomendasi peningkatan  oleh Pemda

Pembangunan Nasional  kapabilitas APIP
Serta Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP

DANA 2017

10,000



REFORMASI BIROKRASI: LKPP

Pemerintah

Program Prioritas Kegiatan PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017
Prioritas
1 Pelaksanaan Road Map RB, Penguatan sistem Program Pengembangan Pemberian Advokasi  Konsolidasi pengadaan dengan Persentase nilai anggaran pengada: 20% 6,933
Peningkatan Asistensi, pengadaan Sistem Pengadaan dan Penyelesaian penguatan perencanaan yang terkonsolidasi terhadap belanja
Fasilitasi, Bimbingan Teknis barang dan jasa  Barang/Jasa Pemerintah Sanggah Wilayah | pengadaan pengadaan dalam APBN/APBD
Pelaksanaan RB
Pelaksanaan Road Map RB, Penguatan sistem Program Pengembangan Pengembangan Meningkatnya kualitas layanan, Jumlah LPSE yang terstandarisasi 610 LPSE 7,233
Peningkatan Asistensi, pengadaan Sistem Pengadaan Sistem Pengadaan kapasitas dan keamanan
Fasilitasi, Bimbingan Teknis barang danjasa  Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik informasi dalam
Pelaksanaan RB (SPSE) Nasional penyelenggaraan layanan
pengadaan secara elektronik
Pelaksanaan Road Map RB, Penguatarsistem ProgramPengembangan Pengembangan Peningkatan penyedia yang Jumlah penyedia yang terkualifikasi 112000 10,490
Peningkatan Asistensi, pengadaan SistemPengadaan Sistem Pengadaan berpartisipasi dalam Sistem penyedia
Fasilitasi, Bimbingan Teknis barangdanjasa BarangJasaPemerintah ~ Secara Elektronik Informasi Kinerja Penyedia
Pelaksanaan RB (SPSE) Nasional (SIKAP)
PelaksanaaRoad Map RB, Penguatan sistem Program Pengembangan Pengembangan Terbangunnya Cloud Data Jumlah Cloud Data Center LPSE 34 Provinsi 37,806
PeningkatarAsistensi pengadaan Sistem Pengadaan Sistem Pengadaan Center LPSE
FasilitasiBimbinganTeknis  barang dan jasa  Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik
PelaksanaaRB (SPSE) Nasional
Pelaksanaan Road Map RB, Penguatan sistem Program Pengembangan Pengembangan Tercapainya maturitas organiasi Jumlah ULP yang mencapai 441 ULP 7,342
Peningkatan Asistensi, pengadaan Sistem Pengadaan Sistem Profesi Ahli pengadaan barang/jasa maturitas (level 3)
Fasilitasi, Bimbingan Teknis barang danjasa  Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan pemerintah
Pelaksanaan RB Barang/Jasa
Pemerintah
Pelaksanaan Road Map RB, Penguatan sistem Program Pengembangan Pengembangan Terpenuhinya jumlah pejabat Jumlah pejabat fungsional pengelola 3500 orang 3,356
Peningkatan Asistensi, pengadaan Sistem Pengadaan Sistem Profesi Ahli fungsional pengelola PBJ PBJ
Fasilitasi, Bimbingan Teknis barang dan jasa  Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan
Pelaksanaan RB Barang/Jasa



REFORMASI BIROKRASI: LKPP

Program Prioritas Kegiatan PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017
Prioritas

7 PelaksanaaRoad Map RB, Penguatan sistem ProgramPengembangan Pengembangan Meningkatnya jumlah produk Jumlah produk yang masuk e 62500 produk 6,556
PeningkatarAsistensi pengadaan SistemPengadaan Sistem Katalog yang masuk dalam-eatalogue catalogue
FasilitasiBimbinganTeknis  barang dan jasa  BarangJasaPemerintah
PelaksanaaRB

REFORMASI BIROKRASI: OMBUDSMAN R‘

ﬂ PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

PeneraparStandar Penguatan kapasitas Program Penyelesaian Meningkatnya persentase Persentase pengaduan masyarakat 100% 6,000
PelayanarPublikdan pengelolaan kinerja ~ Pengawasan Laporan/Pengaduan  pengaduan masyarakat yang yang diselesaikan (periode Oktober
Sisteminformasi pelayanan publik Pelayanan Publik Masyarakat diselesaikan 2016- September 2017)
Perijinan

2 PeneraparStandar Penguatarkapasitas ~ Program Penyelesaian Penguatan sistem informasi Bekerjanya sistem monitoring dan  100% 500
PelayanarPublikdan pengelolaarkinerja Pengawasan Laporan/Pengaduan  manajemen penyelesaian evaluasi dalam SIMPEL
Sisteminformasi pelayanarpublik Pelayanan Publik Masyarakat laporan
Perijinan

3 Penerapan Standar Penguatarkapasitas ~ Program Penyelesaian Penguatan sistem informasi Aktifnya Online Tracking System 100% 500
Pelayanan Publik dan  pengelolaarkinerja Pengawasan Laporan/Pengaduan  manajemen penyelesaian secara efektif
Sistem Informasi pelayanarpublik PelayanarPublik  Masyarakat laporan
Perijinan

4 PeneraparStandar Penguatan kapasitas Program Penyelesaian Rekomendasi perbaikan Jumlah rekomendasi perbaikan 35 rekomendasi 5,200
PelayanarPublikdan pengelolaan kinerja ~ Pengawasan Laporan/Pengaduan  kebijakan untuk mengatasi kebijakan untuk mengatasi
Sisteminformasi pelayanan publik PelayanarPublik ~ Masyarakat permasalahan pelayanan publik permasalahan pelayanan publik

Perijinan yang bersifat sistemik yang bersifat sistemik



REFORMASI BIROKRASI: OMBUDSMAN R.C)~

n PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017

no

Penerapan Standar
Pelayanan Publik dan
Sistem Informasi
Perijinan

PeneraparStandar
PelayanarPublikdan
Sisteminformasi
Perijinan

Penerapan Standar
Pelayanan Publik dan
Sistem Informasi
Perijinan

Program Prioritas

Penerapan Standar
Pelayanan Publik dan
Sistem Informasi
Perijinan

Penerapan Standar
Pelayanan Publik dan
Sistem Informasi
Perijinan

Penguatan
kapasitas
pengelolaarkinerja
pelayanarpublik

Penguatan
kapasitas
pengelolaan kinerja
pelayanan publik

Penguatan
kapasitas
pengelolaan kinerja
pelayanan publik

Kegiatan Prioritas

Penguatan
kapasitas
pengelolaan kinerja
pelayanan publik

Penguatan
kelembagaan dan
manajemen
pelayanan publik

Program
Pengawasan
PelayanarPublik

Program
Pengawasan
Pelayanan Publik

Program
Pengawasan
PelayanarPublik

PROGRAM K/L

Program
Pengawasan
Pelayanan Publik

Program
Pengawasan
Pelayanan Publik

PencegahaMal-
Administrasi

Pencegahan Mal
Administrasi

Pencegahan Mal
Administrasi

KEGIATAN K/L

Pencegahan Mal
Administrasi

Pencegahan Mal
Administrasi

MeningkatnyaPartisipasi
LSMPerguruanTinggiindividu

Meningkatnya partisipasi
LSM/Perguruan Tinggi/Individu

Meningkatnya partisipasi
LSM/Perguruan Tinggi/Individu

SASARAN K/L

Terintegrasinya seluruh sistem
pengelolaan pengaduan ke
dalam SP4N

Terlaksananya survey terhadap
kepatuhan K/L/Pemda atas
pelaksanaan UU Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik

Jumlahsosialisasiengan
LSMPerguruanTinggiindividu

Jumlah ToT LSM/Perguruan
Tinggi/Individu

Jumlah pertemuan berkala dengan
LSM/Perguruan Tinggi/Individu

INDIKATOR K/L

Pelaksanaan review atas
pelaksanaan SP4N

Jumlah survey atas pelaksanaan UU1 kali survey

Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik di seluruh
K/L/Pemda

68 sosialisagi(2 x 33 3,500
kantor perwakilar) + 2

pusaf

35 ToT [1 Rakor 3,100

Persiapan + 33 ToT
Perwakilan dan 1 ToT
Pusat]

4 kali pertemuan dalam 5,000
setahun di masing

masing kantor

perwakilan dan kantor

pusat
TARGET 2017 DANA 2017
100% 1,400
5,000



REFORMASI BIROKRASI: OMBUDSMAN R.C)~

ProgramPrioritas Kegiatan PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET 2017 DANA 2017
Prioritas

10  PeneraparStandar Penguatan ProgramPengawasan Pencegahamal- Terlaksananya survey terhadap Pemantauan dan verifikasi atas 100% 1,000
PelayanarPublikdan kelembagaan PelayanariPublik Administrasi kepatuhan K/L/Pemda atas tindaklanjut hasil survey
Sisteminformasi danmanajemen pelaksanaan UU Nomor 25 Ombudsman RI melalui Apllikasi
Perijinan pelayanarpublik Tahun 2009 tentang Pelayanan Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK)
Publik
11 PeneraparStandar Penguatan Program Pengawasan Pencegahan Mal Terlaksananyaurveyterhadap Penyampaiatmasilsurvey 100% 1,000
PelayanarPublikdan kelembagaan Pelayanan Publik Administrasi kepatuhanK/L/Pemdaatas kepatuhankepadaK/L/Pemda
SistemInformasi dan manajemen pelaksanaatJUNomor25 (Pemberiarpenghargaarhasil
Perijinan pelayanan publik Tahun2009tentangPelayanan  penilaiankepatuhanK/L/Pemda

Publik
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LAMPIRAN 11
DAFTAR USULAN DAERAH



USULAN DAERAH

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB,Peningkatan Asistensi, Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Pengelolaan Road Map RB DanPenguatan Pengelolaan RB Nasional

A

D 4

Kementerian PPN/
Bappenas

Timur

Panser Utara

PAN dan RB

USULANDAERAH -
PROPINSI DANA PENANGGUNG  STATUS
KEGIATAN LOKUS TARGET (DALAM JAWAB
PENGUSUL
JUTA)

Kalimantan Pelaksanaan penyampaian LHKASN Kab. Penajam | 3981 Pegawali 150 | Kementerian 4
Timur pegawai se Kabupaten Panser Utara PAN dan RB
Kalimantan Penanganarljazah Palsu Kab. Penajam | 3981 Pegawali 200 | Kementerian 4




USULAN DAERAH

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB,Peningkatan Asistensi, Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penerapan Manajemen ASN

A

D 4

Kementerian PPN/

Bappenas

USULANDAERAH -
PROPINSI DANA PENANGGUNG  STATUS
KEGIATAN LOKUS TARGET (DALAM JAWAB
PENGUSUL
JUTA)

Sulawesi Diklat ManajemenPembangunan, Prov. Sulawesi | 1 Angkatan 150 | Kemendagri 4
Tenggara Kependudukandan KeuanganDaerah Tenggara
Sulawesi Pelaksanaan standarisasi, akreditasi, dan | prov. Sulawesi | 1 Advokasi 300 | Kemendagri 4
Selatan sertifikasi pelayanan kepegawaian Selatan
Sumatera Pelaksanaan Akuntasi berbasis akrual bagl Kota Bukit 2 Angkatan 400 | Kemendagri 4
Barat Aparatur pengelola keuangan di SKPD Tinggi
Aceh Peningkatankapasitas Aparatur Kab. Pidie Jaya| 1 Kegiatan 110,04 | Kemendagri 4

Kependudukan dan Catatan Sipil serta

Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
NTT Pengembangan Kompetensi ASN di Bidan| proy. NTT 2 Angkatan 420 | Kemendagri 4

Otonomi Daerah
Sulawesi Penataan SDM Aparatur sesuai kebutuhar} prov. Sulawesi | 4 Advokasi 500 | Kementerian 4
Selatan dan kompetensi Selatan PAN dan RB
Sulawesi Pembangunandan pengembangarsistem | Prov. Sulawesi | 1 Software 500 | Kementerian 4
Selatan informasi kepegawaianberbasis Selatan PAN dan RB

Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK)

Slide- 83



USULAN DAERAH

A

D 4

Kementerian PPN/
Bappenas

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB,Peningkatan Asistensi, Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penerapan Manajemen ASN

USULANDAERAH K/L
PROPINSI DANA PENANGGUNG STATUS
PENGUSUL KEGIATAN LOKUS TARGET (DALAM JUTA) JAWAB
Sulawesi Penyusunanstandar kompetensi | Prov. Sulawesi 1 Standar 150 | Kementerian 4
Selatan jabatan Selatan PAN dan RB
Sulawesi Penyusunanrencanapembinaan | Prov. Sulawesi 1 Sistem 300 | Kementerian 4
Selatan karier PNS Selatan PAN dan RB
Sulawesi Peningkatan kompetensi SDM Prov. Sulawesi | 100 Orang 250 | Kementerian 4
Selatan Aparatur yang profesional dalam | selatan PAN dan RB
rangka reformasi birokrasi
Sulawesi Bimbingan teknis pembinaan PNS| proy, Sulawesi | 250 Orang 250 | Kementerian 4
Selatan Selatan PAN dan RB
Sulawesi Penyelenggaraan pembinaan dan | prov. Sulawesi | 6 Laporan 200 | Kementerian 4
Selatan pengawasan manajemen Selatan PAN dan RB
kepegawaian
Kalimantan ~ [Diklat Teknis Tugas Fungsi APIP | Kap. Penajam | 25 Orang 850 | Kementerian 4
Timur bagi PNS Daerah Paser Utara PAN dan RB
Gorontalo Diklat PIM Tk. | Kab. Bone 1 Peserta 45 | LAN 4
Bolango

Slide- 84
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USULAN DAERAH b,

Kementerian PPN/
Bappenas

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB,Peningkatan Asistensi, Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penerapan Manajemen ASN

USULANDAERAH -
PROPINSI DANA PENANGGUN|  STATUS
PENGUSUL KEGIATAN LOKUS TARGET (DALAM GIAWAB
JUTA)
Sulawesi Diklat Kepemimpinan Tk. Il Prov. Sulawesi | 1 Angkatan 1820| LAN 4
Tenggara Tenggara
Bali Pendidikan dan pelatihan struktural bag Kab. Bu|e|eng 4 Peserta 211 LAN 4
PNS daerah
Aceh Diklat Kepemimpinan Tk. Il Kab. Aceh 5 Orang 152 AN 4
Selatan
Sumatera Barat |Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk. Il Kota Bukit 4 Orang 200 | LAN 4
Tinggi
Sumatera Utara |Diklatpim TK. Il Kab. Padang | 1 Orang 50 | LAN 4
Lawas
Gorontalo Diklat PIM Tkt. Il Kab. Bone 5 Orang 152 | LAN 4
Bolango
NTT PeningkatanKapasitasASN DALAM Prov. NTT 2 160 | LAN 4
PELAYANANublik (BKD Kota
Kupang)
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USULAN DAERAH

A

D 4

Kementerian PPN/
Bappenas

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB,Peningkatan Asistensi, Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penerapan Manajemen ASN

USULANDAERAH -
PROPINSI DANA PENANGGUN|  STATUS
KEGIATAN LOKUS TARGET (DALAM GJAWAB
PENGUSUL
JUTA)
Sulawesi Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional | proy. Sulawesi | 1 Angkatan 200 | LAN 4
Tenggara Tenggara
Bali Pendidikan dan pelatihan struktural bagi | Kab. Buleleng | 36 Peserta 357 | LAN 4
PNS daerah
Aceh Diklat Kepemimpinan Tk IV Kab. Aceh 40 Orang 810 | LAN 4
Selatan
Aceh Diklat Kepemimpinan Tk IlI Kab. Aceh 5 Orang 111 | LAN 4
Selatan
Sumatera Barat | Penyelenggaraan Diklat Etika Pelayanal Kota Bukit 40 Orang 150 | LAN 4
Gorontalo Diklat RLA Kab. Bone 2 Peserta 160 | LAN 4
Bolango
Sulawesi Pembangunansistem manajemen Prov. Sulawesi | 1 Sistem 550 | BKN 4
Selatan dokumen digital arsip kepegawaian Selatan
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USULAN DAERAH

A

D 4

Kementerian PPN/
Bappenas

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB,Peningkatan Asistensi, Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penerapan Manajemen ASN

USULANDAERAH
K/L
PROPINSI DANA PENANGGUN|  STATUS
KEGIATAN LOKUS TARGET (DALAM GJAWAB
PENGUSUL
JUTA)

Bali Pembangunan/pengembangan Sistem | Kab. Buleleng | 5000 Orang 303 | BKN 4

Informasi Kepegawaian
Sulawesi Penataan manajemen dan infrastruktur | proy. Sulawesi | 1 Model 400 | BKN 4
Selatan assesment center Selatan
Sulawesi Pembangunan dan pengembangan Prov. Sulawesi | 1 Software 500 | BKN 4
Selatan sistem informasi kepegawaian berbasis | selatan

Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK)
Sulawesi Pelaksanaarreformasi birokrasi Bidang | Prov. Sulawesi | 1 Kebijakan 150 | BKN 4
Selatan Kepegawaian(SDM) Selatan
Sulawesi Pelaksanaan standarisasi, akreditasi, Prov. Sulawesi | 1 Advokasi 300 | BKN 4
Selatan dan sertifikasi pelayanan kepegawaian | Selatan
Balli Kegiatan untuk Seleksi Terbuka JPT Kab. Buleleng | 4 Jabatan 275 | BKN 4
SumateraBarat | Pengiriman peserta Diklat Assesor Kota Bukit 3 Orang 50 | BKN 4

Tinggi
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USULAN DAERAH b,

Kementerian PPN/
Bappenas

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB,Peningkatan Asistensi, Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penerapan Manajemen ASN

USULANDAERAH il
PROPINSI DANA PENANGGUN|  STATUS
KEGIATAN LOKUS TARGET (DALAM G OAWAR
PENGUSUL
JUTA)
Sulawesi Selatan| Penyusunan standar kompetensi Prov. Sulawesi | 1 Dokumen 150 BKN 4
jabatan Selatan
Sulawesi Selatan | Penataan SDM Aparatur sesuai Prov. Sulawesi | 4 Advokasi 500 BKN 4
kebutuhan dan kompetensi melalui Selatan

pelaksanaan evaluasi dan penilaian
serta pelantikan pejabat ASN

Sulawesi Selatan| Evaluasi kompetensi dan kelayakan bal prov. Sulawesi | 1 Kali 200 BKN 4
pejabat administrasi / Pimpinan Tinggi| Selatan

Provinsi Seleksi pengisian lowongan jabatan Provinsi 4 Kali 500 BKN 4
Sulawesi Selatan | secara terbuka Sulawesi
Selatan
Provinsi Seleksi pengisian lowongan jabatan Kab. Bone 4 PNS 80 BKN 4
Gorontalo secara terbuka Bolango
Provinsi Talent Pool JPT Kab. Bone 4 Orang 50 BKN 4
Gorontalo Bolango
Provinsi Nusa Mutasiwilayah kerja Kota Kupang 4 Pegawai 350 BKN 4

TenggaraTimur
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USULAN DAERAH >

Kementerian PPN/
Bappenas

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB,Peningkatan Asistensi, Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penerapan Manajemen ASN

USULANDAERAH -
PROPINSI DANA PENANGGUN|  STATUS
KEGIATAN LOKUS TARGET (DALAM GJAWAB
PENGUSUL
JUTA)

Provinsi Nusa Penilaian KompetensiJPT Provinsi Nusa | 40 Tidak ada 200 BKN 4
TenggaraTimur Tenggara satuan

Timur
Provinsi Penegakan kode etik, perilaku, dan Provinsi 20 Kasus 200 BKN 4
Sulawesi Selatan | disiplin pegawai Sulawesi

Selatan
Provinsi Penyelenggaraarpembinaandan Provinsi 6 Laporan 150 BKN 4
Sulawesi Selatan | pengawasanmanajemenPNS Sulawesi

Selatan
Provinsi Bimbingan teknis pembinaan PNS Provinsi 250 Orang 250 BKN 4
Sulawesi Selatan Sulawesi

Selatan
Provinsi Bali Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kab.Buleleng 75 Orang 384 BKN 4

bagi PNS Daerah

Provinsi Pengiriman PesertaDiklat manajemen | Kota Bukit 7 Orang 90 BKN 4
Sumatera Barat | ASN Tinggi
Provinsi Pengiriman PesertaDiklat Assesor Kota Bukit 3 Orang 50 BKN 4
Sumatera Barat Tinggi
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USULAN DAERAH b,

Kementerian PPN/
Bappenas

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB,Peningkatan Asistensi, Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penerapan Manajemen ASN

USULANDAERAH -
PROPINSI DANA PENANGGUN|  STATUS
KEGIATAN LOKUS TARGET (DALAM GJAWAB
PENGUSUL
JUTA)
Provinsi Nusa Bimtek Analis Kepegawaian Kota Kupang 3 Pegawali 50 BKN 4
TenggaraTimur
Provinsi Diklat PengelolaKkepegawaiandan Kab. Bone 5 Orang 100 BKN 4
Gorontalo Analis Kepegawaian Bolango
Provinsi Nusa Penambahanumlah Analis Provinsi Nusa | 10 Orang 650 BKN 4
TenggaraTimur KepegawaianpadaBadan Tenggara
KepegawaianKota Kupang Timur
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Program Prioritas :
Kegiatan Prioritas :

USULAN DAERAH

Pelaksanaan Road Map RB,Peningkatan Asistensi, Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB

Penataan Kelembagaan Birokrasi

Pembangunan Daerah agasesuaidengan
perundang-undanganyangberlaku

USULANDAERAH K/L
PROPINSI KEGIATAN LOKUS TARGET DANA PENANGGUNG  STATUS
PENGUSUL (DALAM JUTA) JAWAB
Provinsi Bali PenyusunanBuku SistemInformasi Kab.Gianyar 1 Paket 500 KEMENDAGRI 4
Pembangunan Daerah
Provinsi Nusa pengembangandata dan informasi Kota Kupang 1 Aplikasi 250 KEMENDAGRI 4
TenggaraTimur
Provinsi Gorontalo Bimtek PerencanaanEvaluasi dan Kab. Bone 1 Kab/Kota 75 KEMENDAGRI 4
Informasi Pembangunan Daerah Bolango
Provinsi Nusa pengembangandata dan informasi Provinsi Nusa | 57 orang 1250 KEMENDAGRI 4
TenggaraTimur Tenggara pelaksanadi
Timur tingkat
kelurahan
dan
kecamatan.2
5 orang
perencana
advoksi
Provinsi Bali Diklat BagiPNSpenyusunRencana Kab.Gianyar 10 Orang 500 KEMENDAGRI 4

Kementerian PPN/
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USULAN DAERAH b,

Kementerian PPN/
Bappenas

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB,Peningkatan Asistensi, Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penataan Tatakelola Birokrasi

USULANDAERAH K/L
PENGUSUL KEGIATAN LOKUS TARGET (DALAM JUTA) JAWAB
Provinsi Lampung | PenyusunanRoadmapReformasi Provinsi Lampung 1 Dokumen 450 KEMENKO 4
Birokrasi Provinsi POLHUKKAM
Provinsi Nusa Pembangunan Karakter melalui media | Provinsi Nusa 7000 Orang 100 KEMENPAN 4
Tenggara Barat publik Tenggara Barat DAN RB
Provinsi Sulawesi Pembinaandan PengembangarAparatur | Kab.Buol 1 Paket 1500 KEMENKOMIN 4
Tengah (Pembangunan/PengembangarSistim FO
Informasi KepegawaianDaerah)
Provinsi Lampung | Koordinasi Pembentukan data center Provinsi Lampung 1 Kegiatan 500 KEMENKOMIN 4
Provinsi FO
Provinsi Nusa Pendidikan dan Pelatihan Formal Provinsi Nusa 2 Arsiparis 40 ANRI 4
TenggaraTimur (Ktr.Arsip Kota Kupang) TenggaraTimur
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USULAN DAERAH

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB,Peningkatan Asistensi, Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penataan Tatakelola Birokrasi

A

D 4

Kementerian PPN/
Bappenas

USULANDAERAH KL
—— — PENANGGUN STATUS
GJAWAB
PENGUSUL KEGIATAN LOKUS TARGET (DALAM JUTA)
Provinsi Nusa Pendidikan dan Pelatihan Formal Provinsi Nusa 8 Pegawai 85 ANRI 4
TenggaraTimur (Ktr.Arsip Kota Kupang) TenggaraTimur
Provinsi Audit/ Pengawasar_embaga Provinsi 14 Kab/Kota | 344 ANRI 4
Kalimantan Tengah | KearsipanDaerah Kalimantan
Tengah
Provinsi Sulawesi SosialisasiPersetujuanJRA Provinsi Sulawesi | 3 Kota 20 ANRI 4
Tenggara Tenggara
Provinsi Sulawesi LombaPenyelenggaraarKearsipan | Provinsi Sulawesi | 1 Provinsi 85 ANRI 4
Tenggara (tertib arsip) padaPemprovdan Tenggara
Kab/Kota
Provinsi Aceh Pelatihan TataKelolaKearsipan Kab.Pidie Jaya 200 Orang 800 ANRI 4
kepadasetiap SKPD yan@dadi
KabupatenPidie Jaya
Provinsi Gorontalo | Bimbingan Teknis Pengelolaan Provinsi 35 Kegiatan 130 ANRI 4
Kearsipan Gorontalo
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Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB,Peningkatan Asistensi, Fasilitasi , Bimbingan
Kegiatan Prioritas : Penataan Tatakelola Birokrasi

USULAN DAERAH

Teknis Pelaksanaan RB

USULANDAERAH KL
PENANGGUN| STATUS
PROPINSI DANA
PENGUSUL KEGIATAN LOKUS TARGET (DALAM JUTA) GJAWAB
Provinsi Gorontalo | Supervisi, pembinaandan evaluasi Provinsi 34 Satuan 180 ANRI 4
pengelolaanarsip SKPD Gorontalo Kerja
Provinsi Gorontalo | PenyelenggaraarDiorama Kearsipan | Provinsi 1 Paket 450 ANRI 4
Gorontalo
Provinsi Aceh PemagangarirenagaArsiparis Kab. Aceh Jaya | 3 Orang 350 ANRI 4
Provinsi Nusa Pendidikan dan Pelatihan Formal ProvinsiNuasa | 4 Pegawai 45 ANRI 4
TenggaraTimur (Ktr.Arsip Kota Kupang) TenggaraTimur
Provinsi Sulawesi | Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip | Provinsi 12 Kab/Kota 456 ANRI 4
Tenggara Aset Sulawesi
Tenggara
Provinsi Maluku PenyelenggaraarKearsipanNasional | Provinsi Maluku | 15 Advoksi 430 ANRI 4

Kementerian PPN/
Bappenas
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USULAN DAERAH

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB,Peningkatan Asistensi, Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penataan Tatakelola Birokrasi

USULANDAERAH
K/L
PENANGGUNG| STATUS
PROPINSI KEGIATAN LOKUS TARGET DANA JAWAB
PENGUSUL (DALAM JUTA)
Provinsi Aceh PelatihanKearsipankepadapara Camat Kab.Pidie 250 Orang | 850 ANRI 4
dan Keuchik (KepalaDesg di Kabupaten Jaya
Pidie Jaya
Provinsi Gorontalo | Bimbingan Teknis Pengelolakearsipan Provinsi 6 Kab/Kota | 100 ANRI 4
Gorontalo
Provinsi Aceh Pembangunan dan Pengawasan Gedung | Kab.Bener 1 Paket 4846.24 ANRI 4
Devo Arsip kabupaten Bener Meriah dan | Meriah
Lemari Brankas (Lemari Arsip)
Provinsi Gorontalo | Supervisi, Pembinaandan Evaluasi Provinsi 12 180 ANRI 4
pengelolaanarsip DaerahDesd Kelurahan | Gorontalo Lembaga

A

D 4

Kementerian PPN/
Bappenas



USULAN DAERAH b,

Kementerian PPN/
Bappenas

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB,Peningkatan Asistensi, Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penguatan Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa

USULANDAERAH -
PROPINSI DANA PENANGGUNG  STATUS
KEGIATAN LOKUS TARGET (DALAM JAWAB
PENGUSUL
JUTA)
Aceh PemberianAdvokasidan Road Map RB | Kab. Aceh 1 Kegiatan 350 | LKPP 4
Barat

Aceh Pengadaan sarana dan prasarana LPSH Kab. Aceh 1 Paket 850 | LKPP 4
sesuai standarisasi Barat

Gorontalo PeningkatanKapasitasSDMmelalui ToT | Prov. Gorontalo | 5 Aparat 100 | LKPP 4
bagi Tim LPSEProvinsi Gorontalo

Gorontalo Sosialisasidan Pelatihansisteme Prov. Gorontalo | 200 Orang 135 | LKPP 4
Procurement ( e PurchasingKatalog,
SIRUP, SIKAP, SPSE, SIDAHA)

Gorontalo Training / Pelatihane Procurement Prov. Gorontalo | 210 Orang 165 | LKPP 4

NTT Unit layananpengadaanbarang/ jasa Prov. NTT 1 Paket 900 | LKPP 4
pemerintah ULP KotaKupang(Bag.
EkbangSetdaKOtaKupang)

NTT Sudi banding ULPmandiri (bag. Prov. NTT 25 Pegawai 375 | LKPP 4
EkbangSetdaKota Kupang)
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USULAN DAERAH b,

Kementerian PPN/
Bappenas

Program Prioritas : Pelaksanaan Road Map RB,Peningkatan Asistensi, Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB

Kegiatan Prioritas : Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan Nasional

USULANDAERAH -
PROPINSI DANA PENANGGUN|  STATUS
PENGUSUL KEGIATAN LOKUS TARGET (DALAM GJAWAB
JUTA)

NTT Penyusunandokumen IKU KotaKupang( Prov.NTT 1 Dokumen 150 | Kementerian 4
Bag.OrganisasiSetdg PAN dan RB

NTT Pembuatandan Pendampingansistem E- Prov.NTT 17 Advokasi 200 | Kementerian 4
Planning di KotaKupang, Manggarai, PPN/Bappena
ManggaraiBarat, Manggarai Timur, Ngada S
Negekeo, Ende, Sikka, Flores Timur,
Lembata, Alor, Sumba Barat Daya, Sumb3g
Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sab
Raijua, dan Rote Ndao

NTT Pembuatandan Pendampingansistem E- Prov.NTT 5 Paket 1000 | Kementerian 4
Planning diKabupatenKupang PPN/Bappena
(Pembuatan Aplikasi EPlanning di S
Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatar
Timur TengahUtara, Belu, Malakalan
Pendampingan (Coaching Clinic) 2 tahap)

NTT PenerapanSisteme-planning secara Kab. Timor 1 Advokasi 400 | Kementerian 4
online Tengah PPN/Bappena

Selatan S
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Program Prioritas

USULAN DAERAH

A

D 4

Kementerian PPN/

: Pelaksanaan Road Map RB,Peningkatan Asistensi, Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penguatan Kelembagaan Dan Manajemen Pelayanan Publik

Bappenas

USULANDAERAH K/L
PROPINSI KEGIATAN LOKUS TARGET DANA PENANGGUN|  STATUS
PENGUSUL (DALAM JUTA) GJAWAB

Provinsi Fasilitas PenerapanPelayananAdministrasi Kota Samarinda | 10 750 KEMENDAGRI 4
Kalimantan Terpadu Kecamatan(PATEN)oleh Kecamatan
Timur Kabupaten'Kota
Provinsi Nusa PengadaarPeralatandan PerlengkapanSIAK Kab.Lembata 1 Paket 200 KEMENDAGRI 4
TenggaraTimur di 9 UPTD KabLembata(Kecamatan

Nubatukan)
Provinsi Nusa PembangunanGedungKantor SIAK di 9 Kab.Lembata 1 Paket 200 KEMENDAGRI 4
TenggaraTimur KecamatanKab.Lembata(Kecamatan

Lebatukan)
Provinsi Nusa PengadaarPeralatandan PerlengkapanSIAK Kab.Lembata 1 Paket 200 KEMENDAGRI 4
TenggaraTimur di 9 UPTD KabLembata(Kecamatanlle Ape)
Provinsi Nusa PengadaarPeralatandan PerlengkapanSIAK Kab.Lembata 1 Paket 200 KEMENDAGRI 4
TenggaraTimur di 9 UPTD KabLembata(Kecamatanlle Ape

Timur)
Provinsi Nusa PengadaarPeralatandan PerlengkapanSIAK Kab.Lembata 1 Paket 200 KEMENDAGRI 4
TenggaraTimur di 9 UPTD KabLembata(KecamatanBuyasuri)
Provinsi Nusa PengadaarPeralatandan PerlengkapanSIAK Kab.Lembata 1 Paket 200 KEMENDAGRI 4

TenggaraTimur

di 9 UPTD KabLembata(KecamatanOmesuri)
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Program Prioritas

USULAN DAERAH

A

D 4

Kementerian PPN/

: Pelaksanaan Road Map RB,Peningkatan Asistensi, Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
Kegiatan Prioritas : Penguatan Kelembagaan Dan Manajemen Pelayanan Publik

Bappenas

TenggaraTimur

USULANDAERAH K/L
PROPINSI KEGIATAN LOKUS TARGET DANA PENANGGUNG  STATUS
PENGUSUL (DALAM JUTA) JAWAB
Provinsi Nusa Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan SIAK Kab.Lembata | 1 Paket 200 KEMENDAGRI 4
TenggaraTimur di 9 UPTD Kab. Lembata (Kecamatan Atadei)
Provinsi Nusa PengadaarPeralatandan PerlengkapanSIAK | Kab.Lembata | 1 Paket 200 KEMENDAGRI 4
TenggaraTimur di 9 UPTD KabLembata(Kecamatan
Nagawutung)
Provinsi Nusa PengadaarPeralatandan PerlengkapanSIAK | Kab.Lembata | 1 Paket 200 KEMENDAGRI 4
TenggaraTimur di 9 UPTD KabLembata(Kecamatan
Wulandoni))
Provinsi Nusa PengembangarBistemAdministrasi Kab.Lembata | 1 Paket 1000 KEMENDAGRI 4
TenggaraTimur Kependudukan(SAK) Terpadu
Provinsi Nusa Bimtek PelayananPerijinan Tingkat dasar Kab.Ngada 21 Orang 70 KEMENDAGRI 4
TenggaraTimur
Provinsi Nusa Bimtek Pelayananperijinan Tingkat Madya Kab.Ngada 2 Orang 29 KEMENDAGRI 4
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Program Prioritas
Kegiatan Prioritas

USULAN DAERAH

A

D 4

Kementerian PPN/
Bappenas

. Lingpelaksanaan Road Map RB,Peningkatan Asistensi, Fasilitasi , Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB
: Penguatan Kelembagaan Dan Manajemen Pelayanan Publik

USULANDAERAH K/L
PROPINSI KEGIATAN LOKUS TARGET DANA PENANGGUNG| ~ STATUS
PENGUSUL (DALAM JUTA) JAWAB
Provinsi Aceh PembangunanGedungKantor P2TSPPM Kab. Aceh 1 Unit 10000 KEMENDAGRI
KabupatenAcehTamiang Tamiang
Provinsi Nusa Pembanguanan Gedung kantor dan Sarana Provinsi Nusa | 1 Unit 1340 KEMENDAGRI
TenggaraTimur Pelayanan Perijinan di kabupaten Ngada Tenggara
Timur
Provinsi Nusa Pengadaan Mobil Pelayanan Perijinan Keliling | Kab.Ngada 1 Unit 1340 KEMENDAGRI
TenggaraTimur
Provinsi Banten PenyelenggaraarPelayananAdminitrasi Kota Cilegon 8 Kecamatan | 4000 KEMENDAGRI
terpadu Kecamatan(Paten)
Provinsi Sumatera PembangunarDanPengoperasiarSiakSecara Kab.Labuhan | 80 Persen 1642 KEMENDAGRI
Utara Terpadu Batu Utara
Provinsi Aceh PenyusunanLaporan PengelolaanKegiatan Kab. Aceh 100 Persen 94 KEMENDAGRI
PenyelenggaraarAdminduk Kab/Kota Tengah
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Program Prioritas : Penerapan Standar Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Perijinan
Kegiatan Prioritas : Penguatan Kelembagaan Dan Manajemen Pelayanan Publik

USULAN DAERAH

A

D 4

Kementerian PPN/

Bappenas

USULANDAERAH
PROPINSI DANA =
SRS L KEGIATAN LOKUS TARGET (DALAM PENANGGUNG | STATUS
JUTA) JAWAB
Provinsi Aceh Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Kependudukan Kab. Aceh Tengah 100% 224 KEMENDAGRI 4
Provinsi Aceh Monitoring dan Evaluasi Ke Kecamatan Kab. Aceh Tengah 100% 60 KEMENDAGRI 4
Provinsi Aceh Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan Anggaran Kab. Aceh Tengah 100% 5 KEMENDAGRI 4
Provinsi Aceh Pengelolaan Akuntansi Administrasi Kependudukan Kab. Aceh Tengah 100% 90 KEMENDAGRI 4
Provinsi Aceh Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Tengah 100% 29 KEMENDAGRI 4
Provinsi Aceh Pelayanan Dokumen Kependudukan Kab. Aceh Tengah 100% 303 KEMENDAGRI 4
Provinsi Aceh Penerbitan Dokumen Kependudukan Kab. Aceh Tengah 100% 376 KEMENDAGRI 4
Provinsi Gorontalo  [Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Dael| provinsi Gorontalo 1 Lap 950 KEMENDAGRI 4
Provinsi Sumut Pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu Kota Tebing Tinggi 1Lap 979,54 KEMENDAGRI 4
Provinsi Sumut PeningkatanPelayananPublik dalam BidangKependudukan Kab. LabuhanBatuUtara | 1 tahun 1778 KEMENDAGRI 4
Provinsi Bali Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpaduf Kab. Buleleng 9 Kegiatan | 1309 KEMENDAGRI 4
Provinsi Aceh g;gizgt\)Pembangunan Gedung Beserta Mobiler (Ruang genset, arsi| Kab. Bener Meriah 1 Paket 1000 KEMENDAGRI 4
Provinsi Aceh Kegiatan Pembangunan Ruang Operasional KTP el Kecamatan (10 | Kab. Bener Meriah 1 Paket 2000 KEMENDAGRI 4
Kecamatan)

Provinsi Aceh Kegiatan Pembangunan Gedung UPTD Beserta Mobiler (5 Unit) Kab. Bener Meriah 5 Unit 2250 KEMENDAGRI 4
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USULAN DAERAH b,

Kementerian PPN/
Program Prioritas : Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan

Bappenas

Kegiatan Prioritas : Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan Publik

USULANDAERAH
PROPINSI DN Nk
PENGUSUL KEGIATAN LOKUS TARGET (DALAM PENANGGU | STATUS
JUTA) NGJAWAB
Provinsi Aceh Kegiatan Pembangunan Gedung Parkir Roda 2 dan 4 Kab. Bener Meriah 1 Paket 200 Kemendagri 4
Provinsi Aceh KegiatanPengadaarMobil Unit Pelayanan Operasional Kab. Bener Meriah 1 Unit 475 Kemendagri 4
Provinsi Sumut PeningkatanKapasitasAparat Kependudukandan CatatanSipil Kab. LabuhanBatuUtara | 50 orang 1300 Kemendagri 4
Provinsi Sumut Monitoring, Evaluasidan Pelaporan Kab. LabuhanBatuUtara | 8 Kec 1130 Kemendagri 4
Provinsi Aceh Pembangunan Gedung Kantor Satpol dan WH Kabupaten Aceh Tamial Kabh, AcehTamiang 1 Paket 4000 Kemendagri 4
Provinsi Aceh Pembangunan Gedung Kantor Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanial kab, AcehTamiang 1 Unit 4000 Kemendagri 4
Kab. Aceh Tamiang
Provinsi Aceh Pembangunan Gedung Kantor Kepala Desa Kab. AcehTamiang 25 Kantor | 5000 Kemendagri 4
Provinsi Aceh Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Kab. AcehTamiang 1 Unit 15000 Kemendagri 4
Transmigrasi
Provinsi Sulsel Penyusunan Laporan Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Admind| kap. Sinjai 12 advokasi | 101150 Kemendagri 4
kab / Kota
Provinsi Sulsel Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Kependudukan Kab. Sinjai 12 bulan 126250 Kemendagri 4
Provinsi Sulsel Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan Anggaran Kab. Sinjai 12 bulan 69025 Kemendagri 4
Provinsi Sulsel Pengelolaan Akuntansi Administrasi Kependudukan Kab. Sinjai 12 bulan 379665 Kemendagri 4
Provinsi Sulsel Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai 9 Kec 12230 Kemendagri 4
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USULAN DAERAH b,

Kementerian PPN/
Bappenas

Program Prioritas : Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan
Kegiatan Prioritas : Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan Publik

USULANDAERAH
FE:;\(I)CELIJI\SI%IL KEGIATAN LOKUS TARGET ([E):LI\:ID\AI\\/I STATUS
JUTA)
Provinsi Sulsel [Pelayanan Dokumen Kependudukan Kab. Sinjai 12 bulan 71790 Kemendagri 4
ProvinsiNTB  [Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan | kota Mataram 10000 anak 350 Kemendagi 4
Provinsi Sulsel [Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kab. Sinjai 12 bulan 1033500 Kemendagri 4
Provinsi Sulsel [Pelayanan Kartu Identitas Anak ( KIA) Kab. Sinjai 75000 jiwa 408750 Kemendagri 4
Provinsi Sulsel [Pengarsipan Dokumen Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Sinjai 12 bulan 7290 Kemendagri 4
Provinsi Sulsel [Pengelolaan Sistem informasi administrasi Kependudukan Kab. Sinjai 12 bulan 62375 Kemendagri 4
Provinsi Sulsel [Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pelayanan Dokur Kab. Sinjai 10 unit 12900 Kemendagri 4
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ProvinsiNTB  [Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian Kota Mataram 1800 lembar | 90 Kemendagri 4
Provinsi NTB  [Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Kota Mataram 50 Kel. 235 Kemendagi 4
ProvinsiBali ~ [Pembuatan Kartu Identitas Anak Kab.Jembrana | 85062 anak 637,97 Kemendagi 4
ProvinsiNTB  [Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian Kota Mataram 400 pemohon | 123 Kemendagri 4
Provinsi DI Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatat| Kab. Gunung 1 Lap 2203 Kemendagi 4
Yogyakarta Sipil Kidul

Provinsi Sumut [Sosialisasi Administrasi Kependudukan di setiap Kecamatan4 Kab. Nias Selatan 35 Kec 175 Kemendagi 4

Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumut [Pengadaan Mobil Pelayanan-ETP keliling Kab. Nias Selatar| 2 Unit 500 Kemendagi 4 Slide- 103




USULAN DAERAH

Program Prioritas : Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan
Kegiatan Prioritas : Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan Publik

A

D 4

Kementerian PPN/
Bappenas

USULANDAERAH
DANA
PINEIE NS KEGIATAN LOKUS UARE= (DALAM STATUS
PENGUSUL T
JUTA)
Provinsi Kepulauan  |Pilot Project Kartu Identitas Anak (KIA) Kab. Belitung 53230 | 479,07 Kemendagri 4
Bangka Belitung anak
Provinsi Sulawesi Pegadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kab. Wajo 1 Paket | 850 Kemenpandan 3
Selatan RB
Provinsi Sumut PengembangarDatabaseKependudukan Kab. LabuhanBatu | 8 Kec | 800 BPPT 4
Utara
Provinsi Kaltim PencegaharMal Administrasi PelayananPerizinan Kota Samarinda 12 500 Ombudsman RI 4
Bulan
Provinsi Jatim Peralatan Alih media arsip Provinsi Jatim 1 unit 2000 Kemenpandan 3
RB
Provinsi Kaltim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Aparg KotaSamarinda | 12 350 Kemenpandan 4
bulan RB
Provinsi Kaltim Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi KotaSamarinda | 100 150 Kemenpandan 4
Pelayanan Publik | persen RB
Provinsi Kaltim Penyelesaian Laporan / Pengaduan Masyarakat KotaSamarinda | 12 500 Ombudsman RI 4
bulan
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USULAN DAERAH b,

Kementerian PPN/
Bappenas

Program Prioritas : Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Kegiatan Prioritas : Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

USULANDAERAH
K/L

PROPINSI KEGIATAN LOKUS TARGET DANA PENANGGUNG  STATUS
PENGUSUL (DALAM JAWAB
JUTA)

NTT Bimbingan Teknis pada TAPDPemerintah Kota Kupang NTT 25 Pegawai 375 | Kemendagri 4
(Bag.KeuanganSetdaKota Kupang)

Bali Program Peningkatandan PengembangarPengelolaan Kab. Buleleng 13 Advokasi 4831 | Kementerian 3
KeuanganDaerah(Intensifikasi pemungutan dan PAN dan RB
penerimaan PBB BPHTBntensifikasi & Ektstensifikasi
Pendataan Obyek dan Subyek PBB & BPHH&meliharaan
& Verifikasi data PBB & BPHTB, Penataan Administrasi danh
Evaluasi Penerimaan DaeralKoordinasi, Monitoring dan
Verifikasi Sumbersumber Pendapatan DaeraiPenyuluhan
dan Sosialisasi Pendapatan Daeralntensifikasi dan
Ekstensifikasi Penagihan Pajak Daeramtensifikasi dan
Ekstensifikasi Penetapan Pajak Daeraimtensifikasi dan
Ekstensifikasi Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan
Subyek Pajak Daerahntensifikasi dan Ekstensifikasi
Pemungutan Pajak Daerah dengan Sistem

Online Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi
Daerah,Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Lamn
lain, Koordinasi dan Pendataan Retribusi daRendapatan
Lain-lain).

NTT PenyusunanSAKIPPemerintah Kota Kupang(Bag. Prov.NTT 5 Pegawai 65 | Kementerian 4
OrganisasiSetdaKota Kupang PAN dan RB

NTB Peningkatanprofesionalismetenagapemeriksadan Prov.NTB 100 Orang 400 | BPKP 4
aparatur pengawasan




USULAN DAERAH b,

Kementerian PPN/
Bappenas

Program Prioritas : Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi
Keuangan
Kegiatan Prioritas : Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

USULANDAERAH -
PROPINSI DANA PENANGGUN STATUS
KEGIATAN LOKUS TARGET (DALAM GJAWAB
PENGUSUL
JUTA)
NTT Bimtek penyusunanAPBD Provinsi NTT 20 Pegawai 350 | Kemendagri 4
NTT Sinkronisasi dan Sosialisasi Pedoman | Provinsi NTT 50 SKPD 400 | Kemendagri 4
Penyusunan APBD
NTT Pembinaan Kualitas Pengelolaan Provinsi NTT 22 Kab/Kota 559 | Kemendagri 4
Keuangan Kab/Kota
Gorontalo Pelatihan aparat perencanaan Kab. Bone 1 Kab 50 | Kemendagri 4
keuangan daerah
NTT Peningkatan Kualitas Perencanaan Prov.NTT 2 Advokasi 750 | Kemendagri 4
Anggaran Daerah pada SKPD Provinsi
Nusa Tenggara Timur
Sulawesi Pelatihan PenyusunanRKAbagi Prov. Sulawesi | 17 Kab/Kota 85 | Kemendagri 4
Tenggara perencanaSKPDKalb/Kota Se Prov. Tenggara
Sulawesi Tenggara
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USULAN DAERAH >

Kementerian PPN/
Bappenas

Program Prioritas : Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Kegiatan Prioritas : Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

USULANDAERAH -
PROPINSI DANA PENANGGUN STATUS
KEGIATAN LOKUS TARGET (DALAM GJAWAB
PENGUSUL
JUTA)

Sulawesi PelatihanpenyusunanRKAbagi Prov. Sulawesi | 110 Orang 110 Kemendagri 4

Tenggara PerencanaSKPD se Prov. Sulawesi Tenggara
Tenggara

NTT Sinkronisasidan SosialisasiPedoman Prov.NTT 25 Pegawai 375 Kemendagri 4
PenyusunanAPBD (BagKeuanganSetda
Kota Kupang)

NTT PembinaanKualitas Pengelolaan Prov.NTT 22 Pegawai 559 Kemendagri 4
KeuanganDaerah KotaKupang(Bag.
KeuanganSetdaKota Kupang

NTT PembinaanPenatausahaarKeuangan Prov. NTT 50 SKPD 300 Kemendagri 4
Daerah

NTT Pembinaandan RekonsiliasiData Prov.NTT 50 SKPD 300 Kemendagri 4
Triwulan dan SemesteranBerdasarkan
StandarAkuntansi Pemerintah

NTT PenyusunanPaketRegulasiPengelolaan | Prov.NTT 1 Paket 300 Kemendagri 4
KeuanganDaerah

NTT Bimbingan Teknis PenerapanKebijakan | Prov.NTT 1 Paket 500 Kemendagri 4
Akuntansi Aset, Piutangdan Pembiayaan
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USULAN DAERAH b,

Kementerian PPN/
Bappenas

Program Prioritas : Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan

Kegiatan Prioritas : Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

USULANDAERAH -
PROPINSI DANA PENANGGUN|  STATUS
PENGUSUL KEGIATAN LOKUS TARGET (DALAM GJAWAB
JUTA)
Gorontalo Kegiatan Pembinaan dan Kab. Bone 1 Kabupaten 50 | Kemendagri 4
Pertanggungjawaban Keuangan Daeral] Bolango
NTT Bimbingan Teknis pada TAPD Provinsi | prov. NTT 200 PNS 300 kemendagri 4
Nusa Tenggara Timur
SulaweSi Pelatihan Penyusunan Laporan Keuanga prov. Sulawei | 200 Advokasi 200/ Kemendagri 4
Tenggara berbasis Acrual bagi pengelola Keuangal Tenggara
Se Prov. Sulawesi Tenggara
Sulawei Pelatihan Penyusunan Laporan Keuanga prov. Sulawei | 17 Kab/Kota 170| Kemendagri 4
Tenggara berbasis Acrual bagi Pengelola Keuanga| Tenggara
Kab/Kota Se Prov. Sulawesi Tenggara
Sulawei Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan | prov. Sulawei | 17 Kab/Kota 340| Kemendagri 4
Tenggara Keuangan berbasis acrual Di Kab/Kota S| Tenggara
Prov. Sulawesi tenggara
NTT Penyusunan Paket Regulasi Pengelolaarl prov. NTT 1 Paket 500] Kemendagri 4
Keuangan Daerah (Bag. Keuangan Setd3
Kota KUpangq)
NTT Bimbingan Teknis PenerapanKebijakan | Prov. NTT 25 Pegawai 375 | Kemendagri 4
Akuntansi Aset, Piutangdan
Pembiayaan(Bag,KeuanganSetdaKota
Kupang
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USULAN DAERAH b,

Kementerian PPN/
Bappenas

Program Prioritas : Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan
Kegiatan Prioritas : Pengawasan Yang Independen dan Profesional

USULANDAERAH K/L
PENANGGUNG STATUS
PROPINSI DANA
PENGUSUL KEGIATAN LOKUS TARGET (DALAM JUTA) JAWAB
NTB Pemeriksaan Khusus Dana Bantuan Provinsi NTB 1 Kegiatan 362 | BPKP 4

Operasional Sekolah

NTB PemeriksaanKhususPengelolaanDana Provinsi NTB 1 Kegiatan 362 | BPKP 4
Desa
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